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masih belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang harus
dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah perlunya standar
pelayanan publik. Standar ini merupakan tolok ukur penyelenggaraan
pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan. Komponen ini kemudian bisa
menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan dan menakar kepuasan
pengguna layanan saat mengakses layanan di unit pelayanan publik.
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KATA PENGANTAR q

Pelayanan publik telah menja ac embicaraan yang menarik
akhir-akhir ini. Tema yang secara umum adalah
meningkatnya kesadaran m hak-haknya serta semakin
beragamnya produk pe diselenggarakan hingga derasnya
arus pengawasan ter yelenggaran pelayanan publik. Tak
pelak lagi, inilah sal embangan luar biasa dalam dinamika

ayanan pemerintah yang menimbulkan ketidakpercayaan
. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan
n publik adalah perlunya standar pelayanan publik.

uatu unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan
standar pelayanan. Standar ini merupakan tolok ukur penyelenggaraan
pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan. Komponen ini
kemudian bisa menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan
dan menakar kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di
unit pelayanan publik.



Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, sebetulnya ada
keinginan untuk memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi
kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitasnya. Berbagai
upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan
peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan
oleh setiap unit penyelenggara. Peningkatan semangat melayani
masyarakat juga dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir pata
penyelenggara dalam pelibatan masyarakat guna merumuskan perb
proses pelayanan. Keterbukaan ini masih ditambah dengan
menerima dan mengelola keluhan masyarakat yang merupa
balik penyempurnaan proses pelayanan publik.

yang menuntun para penyelenggara dalam
pelayanan. Tuntunan perbaikan diberikan de mengingatkan
penyelenggara agar memperhatikan stand nan. Manakala
ditemukan potensi kepatuhan ren entuan mengenai
standar pelayanan, perlu diberika agar para penyelenggara
kembali ke dalam koridor yan tara dengan hal tersebut,
perlu disampaikan pula ap
menunjukkan ketepatan i
standar pelayanan s
pelayanan.

implementasi ketentuan mengenai
agi produktivitas penyelenggaraan

Tingkat keg a layanan itulah yang kemudian dijadikan
bahan mas

an kualitasnya yang baik.

karena itu, pengetahuan mengenai standar pelayanan menjadi
ng. Melalui pemahaman tersebut, pelaksana dan pengguna layanan
isa mengetahui hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan
dan diterima. Melalui kesepahaman itu, peningkatan kualitas pelayanan
publik terbuka lebar sehingga kesejahteraan umum yang menjadi cita-
cita bangsa dapat dengan mudah dicapai. Keberhasilan penyusunan dan
pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan organisasi penyelenggara
pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para
pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

iv Percepatan Peningkatan Kualitas dan Inovasi Layanan Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik



Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,
penulis mempersembahkan buku yang berkaitan dengan standar
pelayanan publik. Melalui buku ini, para penyelenggara diharapkan
semakin memahami hal-hal seputar standar pelayanan dan perkembangan
terbaru dalam topik tersebut. Semoga buku ini bermanfaat dalam
meningkatkan nilai tambah pelayanan publik.

Bandung, Februari 2021
Dr. Sampara Lukman., M.A.

Dr. Dadang Suwanda. S.E.,
Yudi Prihanto Santoso.,
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BAB |

PENTINGNYA STANDAR
PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya meningkatk i yanan publik diperlukan
penyusunan standar pelayanan, p g akan menjadi tolok ukur
pelayanan yang berk enetapan standar pelayanan publik
merupakan fenomena yang ki, baik di negara maju maupun di
a Serikat misalnya, ditandai dengan

re result against the best business, provide the customers
ice in both sources of services, and complaint system easily
sible, and provide means to address customer complain. Inti dari
ecutive order tersebut adalah adanya upaya identifikasi pelanggan
yang harus dilayani oleh pemerintah, mensurvei pelanggan untuk
menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang mereka inginkan dan
untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang
sedang berjalan, termasuk standar pelayanan serta mengukur hasil dengan
yang terbaik, menyediakan berbagai pilihan sumber-sumber pelayanan



kepada pelanggan dan sistem pengaduan yang mudah diakses, serta
menyediakan sarana untuk menampung dan menyelesaikan keluhan
atau pengaduan.

Di Inggris juga diperkenalkan Service First the New Character
Programme yang berisi 9 (sembilan) prinsip penyediaan pelayanan publik
yang merupakan wujud dari visi pemerintah yang harus dilaksanakan
oleh setiap pegawai negeri.

Menentukan standar pelayanan
publik.

]

] Bersikap terbuka dan menyediakan

layanan publik lainnya. informasi selengkap-lengkag

/

[ Inovatif dan memperbaiki. ]

[ Bekerjasamadengan penyedia

Service First the New Character Prograi
di Inggris

efektif.

AN

Mengembalikan kejalanyang
benar ketika terjadi kesalahan.

[Memanfaatkan sumber daya secara]

Gambar 1.1. P publik Inggris

Di Indonesia, upa etapkan standar pelayanan publik
dalam kerangka peni alitas pelayanan publik sebenarnya telah
lama dilakukan. ntara lain ditunjukkan dengan terbitnya
berbagai kebijj j i standar pelayanan publik masih lebih

enyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara
pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang

2 Penyusunan Standar Pelayanan Publik



berkualitas. Manajemen pelayanan adalah penataan penyelenggaraan
pelayanan secara efektif dan efisien guna mencapai kinerja pelayanan
yang optimal.

A. Latar Belakang Standar Pelayanan Publik

Suatu unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerap
standar pelayanan. Standar ini merupakan tolok ukur penyelenggaraa

unit pelayanan publik.

Standar pelayanan merupakan suatu doku
dimiliki oleh setiap instansi penyelenggara publik. Sesuai
dengan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nom
Pelayanan Publik, standar pelayana lok ukur yang
dipergunakan dalam penyelenggara

menilai kualitas penyelenggaraannya. leh undang-undang yang
sama, setiap instansi penyele publik diwajibkan untuk
menyusun dan menetapkan s anan publik melalui proses
yang partisipatif (pasal etapi lihat juga pasal 39 ayat 1).

Tingkat kepuasa ng layanan itulah yang kemudian dijadikan
bahan masukan embenahi penyelenggaraan pelayanan
publik agar aikan pelayanan harus selalu dilakukan
kebutuhan pengguna layanan dan kemajuan

diterima. Melalui kesepahaman itu, peningkatan kualitas pelayanan
publik terbuka lebar sehingga kesejahteraan umum yang menjadi cita-
cita bangsa dapat dengan mudah dicapai.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik maka seluruh penyelenggara pelayanan
publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan

Bab I: Pentingnya Standar Pelayanan Publik 3



standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur
dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Hal
ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan sebagai pengganti Peraturan Menteri
PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

Salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelengga
pelayanan publik adalah standar pelayanan. Dengan adany
pelayanan akan sangat menjamin akses yang sama dari
untuk mendapatkan pelayanan dari penyelenggara
pelayanan juga dapat menjadi instrumen bagi peny
untuk mengetahui standar waktu, biaya dan pro
untuk mengukur dan mengecek atas hak-h 3 :
apakah sesuai standar serta prosedur atau|tidak. Bagi pemerintah,
dapat pula dijadikan instrumen pembinaan awasan kepada
aparat penyelenggara di tingkat ba yang akan bagian dari
ukuran kinerja pegawainya.

Di sisi lain perkemban asyarakat yang sangat
dinamis seiring dengan ting masyarakat yang semakin
baik, menjadikan masya in sadar akan apa yang menjadi hak
dan kewajibannya s gara dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan berneg rakat semakin kritis untuk mengajukan
tuntutan, keingihz sinya kepada pemerintah dan melakukan
dilakukan oleh pemerintahnya. Kesadaran

syarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan publik.

m pelaksanaannya standar pelayanan publik menjadi suatu
bagi para pelaksana, yaitu sebagai standar dalam melaksanakan
pelayanan. Selain itu, standar pelayanan yang telah disusun dan
ditetapkan oleh unit pelayanan publik harus dipublikasikan kepada
masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga
semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai
gambaran jelas mengenai bagaimana keadaan pelayanan di tempat
tersebut, tentang mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan

4 Penyusunan Standar Pelayanan Publik




berbagai hal lain yang disediakan oleh unit pelayanan publik. Dengan
dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui baik
buruknya pelayanan yang diberikan dan apabila pelayanan tidak sesuai
dengan standar pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk
protes atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik
kepada unit pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang
disediakan unit tersebut.

Sebelum mempublikasikan standar pelayanan, penyelen
pelayanan publik juga diwajibkan untuk menyusun maklumat
yang merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluru

kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelz
adanya maklumat pelayanan ini berarti unit penyelenggara
pela
pelayanan

janji untuk menepati segala apa yang ada dalam
memberikan kekuatan hukum bagi masyarak
publik tidak memberikan pelayanan sesuai
yang ada.

Standar pelayanan merupakan
persoalan pelayanan publik dari ber, i yang sedang dilaksanakan
oleh pemerintah. Undang-und blik memberikan mandat

dan menerapkan standa engan melibatkan partisipasi warga.
Pembentukan stand ara partisipatif ini sangat relevan
dengan konteks kelahi -undang pelayanan publik, serta situasi

pelayanan publik jelas salah satunya bersumber
pelayanan rujukan penyelenggaraan pelayanan

Jlitas pelayanan tersebut. Hal ini mengakibatkan tingkat kepuasan
asyarakat pada pelayanan publik hanya semu karena menilai tanpa
menggunakan standar pelayanan yang jelas. Masyarakat akan selalu
menjawab puas pada apapun kondisi pelayanan publik karena tidak
mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang seharusnya tersedia bagi
mereka sehingga masyarakat juga tidak akan pernah dapat memberikan
masukan perbaikan layanan secara tepat.

Bab I: Pentingnya Standar Pelayanan Publik 5



Keberadaan standar pelayanan menjadi langkah awal yang penting
bagi serangkaian upaya perbaikan oleh unit penyelenggara bersama
dengan masyarakat agar kualitas pelayanannya semakin memenuhi
standar baku tersebut.

B. Mengapa Harus Ada Standar Pelayanan Publik

Buruknya kualitas pelayanan publik terlihat dari tiga pers
pokok (Keefer & Khemani, 2005. Khemani, 2013. Nutley,
Davies, 2007), yaitu sebagai berikut.

&

1. Hanya sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang waji
pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.
2. Banyak instansi penanggung jawab dan pe

3. Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga
an perencanaan

Banyak instansi tidak
memiiliki prosedur.

Gambar 1.2. Latar belakang perlunya SPP

srdapat kata kunci prosedur dan sistem monitoring, evaluasi, dan
encanaan dalam ketiga persoalan di atas. Kekosongan dua aspek
kunci tersebut di dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijawab
oleh undang-undang pelayanan publik melalui mandat penyusunan dan
penetapan standar pelayanan publik. Undang-undang pelayanan publik
mendefinisikan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada

6 Penyusunan Standar Pelayanan Publik



masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur (Pasal 1 angka (7)). Rumusan definisi tersebut
jelas menggambarkan dua tujuan dari adanya standar pelayanan, yaitu
sebagai tolok ukur untuk: 1) pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
2) acuan penilaian kualitas pelayanan. Kedua tujuan ini menunjukkan
relevansi yang tinggi antara solusi pada level kebijakan terhadap
persoalan mendasar penyelenggaraan pelayanan publik. Keberada
standar pelayanan akan mengatasi persoalan ketiadaan pros

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam<a
penyusunan standar pelayanan merupakan langkah peren
penyelenggaraan pelayanan publik. Pada sisi lain, selur
dalam standar pelayanan merupakan pijakan (indi
dan evaluasi untuk menilai kinerja penyeleng
oleh penyelenggara dan pembina atau eks
DPR, dan masyarakat.

itoring
internal

C. Tujuan dan Manfaat Standah, Pelayanan Publik

Segala sesuatu dalam pe ent miliki maksud dan tujuan,
begitu pula dengan adany itu sendiri yang sudah pasti
unit pelayanan instansi pemerintah

pelayanan publik adalah agar penyelenggaraan
pelaya i setiap unit pelayanan didasarkan pada standar
pelaya

Standar Pelayanan.

* Tujuan:
* Mendorong tersusunnya standar pelayanan

agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat
berjalan dengan baik.

e Sasaran:

* Pedoman pelayanan publik adalah agar
penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap
unit pelayanan didasarkan pada standar
pelayanan.

Gambar 1.3. Tujuan dan sasaran SPP
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Peningkatan kualitas pelayanan publik mutlak diperlukan mengingat
kondisi sosial masyarakat yang semakin baik sehingga mampu merespons
setiap penyimpangan dalam pelayanan publik melalui gerakan maupun
tuntutan dalam media cetak dan elektronik. Apalagi dengan adanya
persaingan terutama untuk pelayanan publik yang disediakan swasta
membuat sedikit saja pelanggan merasakan ketidakpuasan maka akan
segera beralih pada penyedia pelayanan publik yang lain. Hal jni
membuat penyedia pelayanan publik swasta harus berlomba-I
memberikan pelayanan publik yang terbaik. Ini yang seharus iru
oleh penyedia pelayanan publik pemerintah sehingga masyara sa
puas menikmati pelayanan publik tersebut.

yang ditentukan atas dasar perpaduan harapa
kemampuan penyelenggara pelayanan. Pene ndar pelayanan
yang dilakukan melalui proses identifikasi jeni yanan, identifikasi
pelanggan, identifikasi harapan perumusan visi dan misi
pelayanan, analisis proses da a dan prasarana, waktu
dan biaya pelayanan.

Proses ini tidak han berikan informasi mengenai standar
pelayanan yang ha tetapi juga informasi mengenai
kelembagaan yang_ma ukung terselenggaranya proses mana-

lain yang juga dihasilkan adalah informasi
mengenai kuan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia
yang an serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan
ditangan
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Memberikan jaminan
pelayanan

Masyarakat sebagai Memberikan kemudahan

Pengguna Pelayanan informasi

Menghargai martabat dan
L kedudukan pengguna
layanan publik

MANFAAT SPP —

— Memudahkan evaluasi

L Pemerintah sebagai | |
Penyelenggara pelayanan

Manfaat standar pelayanan bagi masy
adalah sebagai berikut.

akat pengguna layanan

1. Memberikan jaminan bahwa
responsif, transparan, dan akunta
2. Memberikan kemudaha

publik akan menjadi lebih

ses informasi pelayanan
penyelenggaraan pelayanan
publik.
3. Menghargai m n kedudukan pengguna layanan publik

sebagai warg lat karena ada keseimbangan antara
pelayanan publik.

atkan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan publik bukan
a tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab
emua, termasuk warga dan pengguna layanan.

Standar pelayanan yang dimaksudkan oleh undang-undang pelayanan
publik membutuhkan upaya keras penyelenggara untuk mengubah
paradigmanya menjadi melayani, tidak lagi mendikte/mendominasi.
Penerima layanan adalah masyarakat, bukan pelanggan (customer)
sehingga menumbuhkan akuntabilitas antara negara sebagai pengemban
mandat kepada warga negara sebagai pemilik hak.
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Undang-undang pelayanan publik mengamanatkan bahwa setiap
penyelenggara berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar
pelayanan, di mana substansinya perlu disusun dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan. Dengan demikian, pelibatan masyarakat di dalam proses
penyusunan standar pelayanan merupakan kewajiban bagi penyelenggara
yang tidak dapat ditawar. Pelibatan masyarakat tidak dapat dikurangi
untuk memastikan bertemunya kemampuan penyelenggara de
kebutuhan masyarakat perlu serangkaian proses debat maup
yang langsung dan setara antara penyelenggara dengan
Oleh karena itu, standar pelayanan merupakan sala
praktik negosiasi antara warga negara dan negara d&z
pelayanan publik.

D. Kriteria Pelayanan

Berdasarkan uraian diatas, s pelayanan menjadi faktor
kunci dalam upaya meningkatka i pelayanan publik. Upaya
penyediaan pelayanan yang ra lain dapat dilakukan
dengan memperhatikan uku saja yang menjadi kriteria
kinerja pelayanan, yait

Sederhana

Reliabilitas

akapan Kredibilitasi

Kejelasan &

Pendekatan [CHEREN

Gambar 1.5. Kriteria kinerja pelayanan (LAN, 2003)

1. Kesederhanaan, yaitu tata cara pelayanan dapat diselenggarakan
secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami
dan dilaksanakan oleh pelanggan.
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2. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan
dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan
pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan
keuangan, teliti dalam pencatatan data dan tepat waktu.

3. Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan
sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi secepatnya apabila
terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.

4. Kecakapan para petugas pelayanan, bahwa para petugas pelay
menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuh

5. Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak
dengan petugas. Petugas pelayanan harus mudah di

6. Keramahan, meliputi kesabaran, perhatia
kontak antara petugas pelayanan dan pel

7. Keterbukaan, yaitu bahwa pelan engetahui seluruh informasi
yang mereka butuhkan sec dan gamblang, meliputi
informasi mengenai tat atan, waktu penyelesaian,
biaya, dan lain-lain.

8. Komunikasi antar;

Kredibilitas, meli aling percaya antara pelanggan dengan

adanya bahaya, risiko dan keragu-raguan.

apa yang diharapkan pelanggan.

taan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan,

rupa fasilitas fisik.

! Efisien yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-

hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan

dengan produk pelayanan.

15. Ekonomis yaitu agar pengenaan biaya pelayanan dapat ditetapkan
secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan
pelanggan untuk membayar.

Bab I: Pentingnya Standar Pelayanan Publik 11



E. Perbedaan SPM, SPP, dan SOP

Kelahiran standar pelayanan publik sebagai mandat dari Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, melengkapi
keberadaan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai mandat dari
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daera
yang telah dikenal lebih dahulu oleh publik. Dalam pelaksanaan
kadang-kadang terdapat kekeliruan dalam penyebutan beberapa i

publik kepada masyarakat. Standar pelayanan
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayana
urusan wajib daerah yang berhak diperol
minimal. Penjelasan mengenai SPM lebih |
artikel SPM sebagai acuan pelayana

warga secara
dilihat dalam

dengan urusan wajib daerah. cakup seluruh urusan wajib
pemerintah daerah bu suatu unit pelayanan saja.
Standar operasional p dalah serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan me [ agai proses penyelenggaraan aktivitas

organisasi, bagai
siapa dilaku ebih lengkap mengenai SOP dapat dibaca
pada artikel 0 perasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
dministrasi perkantoran. Seluruh SKPD Pemerintah
P tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing

iliki makna dan arti masing-masing, tetapi kesamaan mengenai
tandar” kadang-kadang membingungkan dalam penyebutan istilah.
Dengan adanya SPP, SPM, dan SOP yang telah disusun oleh seluruh
lini pemerintahan, diharapkan seluruh urusan ketatalaksanaan dan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan
dengan lebih baik sehingga citra pemerintah akan semakin bagus dan
masyarakat akan semakin sejahtera.
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Secara singkat, definisi atau pengertian standar pelayanan, SPM,
dan SOP adalah mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/498/M. PAN-RB/02/2012
tanggal 14 Februari 2012 perihal Penegasan Penggunaan dan Penerapan
Istilah Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP)
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah. Uraian dari Permenpan RB tersebut da
digambarkan sebagai berikut.

Pengertian
SPM

Surat MenpaniRB Nomor

Pengertian S0P B/A9E/M. Pary/RB/O 2

3PP, dan SOP

sebagai ketentuan tentang jenis dan
yang merupakan urusan wajib daerah yang

ementerian/lembaga. pemerintah daerah dalam hal
provinsi dan kabupaten/kota yang wajib menyusun

juan SPM adalah mengurangi kesenjangan pelayanan dasar
ar daerah. SPM disusun sebagai alat pemerintah daerah untuk
enjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat
secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

b. Dasar Hukum SPM
Dasar hukum yang melandasi adanya SPM adalah sebagai
berikut.
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1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal.

3) Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal.

4) Keputusan Menteri Dalam Negeri No0.100.05-76 Tahun 20
tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Sta
Pelayanan Minimal.

2. Standar Pelayanan Publik (SPP)

a. Definisi SPP

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No
tentang Pelayanan Publik, mengamanatka 3
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rapgka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan perat p dang-undangan
bagi setiap warga negara dan uduk arang jasa dan/
atau pelayanan administratif iSediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Berdasarkan Peratur
Nomor 15 Tahun
Pelayanan Publi

ayagunaan Aparatur Negara
g Pedoman Penyusunan Standar
hwa SPP merupakan tolok ukur
i pedoman penyelenggaraan pelayanan

janji pe c ada masyarakat dalam rangka pelayanan
mudah, terjangkau, dan terukur.

enuhi persyaratan profesi dan dasar untuk mengukur mutu
ingga akan meningkatkan konsistensi pelayanan publik dan
mengurangi terjadinya kesalahan;

meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan memudahkan
petugas dalam memberikan pelayanan.

b. Dasar Hukum SPP
Dasar hukum yang melandasi SPP adalah sebagai berikut.

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, yang diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009.
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2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Publik.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

a. Definisi SOP

SOP didefinisikan sebagai serangkaian instruksi tertulis
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan admi
pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakuka
dan oleh siapa dilakukan. SOP disusun dalam rang

kepada masyarakat umum. Manfaat memberikan
arahan dan petunjuk agar keluaran/yang onsisten karena
memiliki mutu baku.

b. Dasar Hukum SOP
Dasar hukum yang asi’ S ar Operasional Prosedur
adalah sebagai berikut.

81 Tahun 2010 tentang Grand

nan Minimal). Dengan karakteristik demikian, SPM berada pada
el kebijakan makro. Urusan wajib yang dimaksudkan sebanyak 31
urusan, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan,
pertanahan, dan lain-lain.

SPP disusun, ditetapkan, dan diterapkan untuk setiap jenis pelayanan
yang disediakan oleh penyelenggara. SPP berada pada level kebijakan
mikro, mengatur/memberikan pedoman bagaimana penyelenggara
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memberikan pelayanan kepada masyarakat. SOP merupakan instruksi
tertulis bagi aparatur atau pelaksana mengenai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi pada peran atau jabatan yang disandangnya. SOP
berada pada level kebijakan mikro, yaitu berada pada internal instansi
penyelenggara.

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
35 Tahun 2012 disebutkan dua jenis SOP, yaitu SOP administrati
dan SOP teknis. SOP administratif merupakan prosedur standar
bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan
dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari

gigi yang kecil

proses pelayanan publik yang
nggara. Selanjutnya, penyelenggara

an. Hal ini akan berdampak juga pada terganggunya proses
nyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai ilustrasi untuk memperjelas korelasi antara SOP, SPP, dan
SPM akan dipaparkan jenis pelayanan di Puskesmas. Jenis pelayanan
KIA terdiri dari produk pelayanan pemeriksaan ibu hamil, pertolongan
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persalinan, perawatan pada masa nifas, dan kelas ibu hamil. Di dalam
setiap produk pelayanan KIA, dokter dan bidan menjalankan prosedur dan
mekanisme pelayanan dengan merujuk pada SOP, misalnya bagaimana
melakukan pemeriksaan ibu hamil atau menolong persalinan. Secara
keseluruhan jenis pelayanan KIA dilaksanakan berdasarkan standar
pelayanan publik yang disepakati dengan warga, misalnya terkait
dengan alur mekanisme dan prosedur yang harus dilalui pasien, waktu
pelayanan, tarif, dan lain-lain. Kinerja yang baik dalam penyelengg
jenis pelayanan KIA tersebut akan berkontribusi pada pencapaiz
SPM, vaitu pada penurunan angka kematian ibu (AKI)
kematian bayi (AKB).

F. Implikasi Standar Pelayanan P

Standar pelayanan sebagai tolok u
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayan cuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajib janji yelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelaya erkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan teratur. Ad dang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Pu emberikan arahan kepada
seluruh penyelenggara aik penyelenggara negara, BUMN,
BUMD, BHMN hing n perseorangan menyelenggarakan
pelayanan yang tersta engan memenuhi komponen standar
pelayanan.

r yang| dipergunakan

Organis elakukan upaya pengembangan pegawai agar
setiap i nyesuaikan dengan komitmen untuk memberikan
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Implikasi SPP yang Efektif

Melakukan upaya peningkatan
standar pelayanan
Aktif komunikasi .
| Upaya pengukuran kepuasan
| 03 pelanggan.

Gambar 1.7. Implikasi SPP

Membuka akses yang baik
kepada masyarakat

Membuat mekanisme
pelaporan kinerja organisasi
Memiliki SOP. Q

a peni standar

04

1. Organisasi harus secara aktif melakukan u
pelayanan berkelanjutan.

2. Organisasi harus secara aktif kamunikasi an masyarakat
pelanggan.

3. Melakukan upaya pengukura

4. Membuka akses yang bdi

pelanggan.

syarakat, baik melalui
5. Membuat mekanis kinerja organisasi.
6. Memiliki SOP.

Komponen n publik ini didesain untuk memberikan
akses inform -l ya kepada publik sehingga masyarakat
au pelayanan dasar yang mengarah kepada
akat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar

liar, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan
ang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya

edur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat
tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat
dalam penyelenggaraannya.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan
pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di
berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

18 Penyusunan Standar Pelayanan Publik



Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi
terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai
masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru
masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global
yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi,
komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut
perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang t
menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pem
untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewuju

G. Standar Pelayanan u
Kualitas Pelayanan

ningkatkan

k merupakan suatu upaya
vasi pelayanan publik pada masing-
berkala sesuai kebutuhan dan
itu, peningkatan kualitas pelayanan

Peningkatan kualitas pe
untuk meningkatkan ku
masing instansi pe
harapan masyaraka

ingkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
ih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah.
Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional pada instansi pemerintah.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik,
yaitu sebagai berikut.
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Standar pelayanan pengukuran indikator ini dilakukan dengan

mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

a. unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;

b. unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;

c. unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;

d. unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.

Budaya pelayanan prima pengukuran indikator ini dilakukan de

mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti

a. unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan b
etik, estetika, capacity building dalam upaya pen
pelayanan prima;

b. unit kerja telah memiliki informasi tenta
diakses melalui berbagai media;

c. unit kerja telah memiliki sistem reward and gounishment bagi
pelaksana layanan serta pemberian ko epada penerima

d. unit kerja telah memiliki anan terpadu/terintegrasi;
e. unit kerja telah melakuk
Penilaian kepuasan ter
dilakukan dengan m
seperti:

a. unit kerja te

b. ilfsu epu masyarakat dapat diakses secara terbuka;
elah melakukan tindak lanjut atas hasil survei
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BAB I

PRINSIP STANDAR
PELAYANAN PUBLIK

Adanya standar pelayanan pdbli ) harus berdampak pada
perbaikan pelayanan yang semaki n kebutuhan masyarakat
luas. Pelayanan publik yang han masyarakat luas bukan
hanya kebutuhan sekelo u bahkan kepentingan individu
tertentu merupakan 4 ngembalikan dan meningkatkan

ercayaan dan keyakinan warga negara
dari persepsi bahwa kebijakan pemerintah

yusunan SPP yang mengacu pada prinsip yang baik akan membuka
g standar pelayanan bermuatan kesepakatan antara warga dengan
yelenggara yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas. SPP
yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk
merespons berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi.
Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip standar
pelayanan yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima.
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Pada hakikatnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik
yang menuju pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh
aparatur/birokrat kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan penuh
perhatian sehingga diharapkan akan menimbulkan pandangan positif,
baik dari kalangan pelanggan maupun aparatur yang memberikan
pelayanan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pelayanan publik
harus dilaksanakan dan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip pelaya
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gambaran dari prinsip st
pelayanan adalah sebagai berikut.

Sederhana

ipatif

Keadilan

X

Prinsip-Prinsip Standar
Pelayanan Publik

Transparansi Akuntabel

jutan/
Konsistensi

-prinsip standar pelayanan publik

pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah
, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya
bagi masyarakat maupun penyelenggara.

insip sederhana akan memandu warga dan penyelenggara dalam
ses teknokrasi penyusunan kebijakan pada tataran operasional. Standar
pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan,
mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi
masyarakat maupun penyelenggara. Pelayanan publik dapat dikatakan
pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan,
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prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar,
cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan
oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

B. Partisipatif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah seba
penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi masya

diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur,
sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sek
untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengadua
merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang dise an oleh
pemerintah.

Penyusunan SPP dengan melibatkan ma
untuk membahas bersama dan mendapatka

n pihak terkait
san atas dasar

luas, bukan kepentingan jang
sistemik), serta untuk g
lingkungan tempat tingga

gung jawab bagi persoalan di
munitas. Pemerintah berkewajiban

g diatur dalam standar pelayanan harus
anggungjawabkan secara konsisten kepada

tandar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
pada pihak yang berkepentingan. Penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia
yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar.
Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik
harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan
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(pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal), tetapi
yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada
masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik.
Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai
social accountability.

D. Berkelanjutan atau Konsistensi

Dalam penyusunan dan penerapan standar pelaya
memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, p
dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. Standar,

sesuai perkembangan kebijakan dan
pelayanan. Prinsip berkesinambung

pembaruan standar pelayanan s la menyesuaikan dengan
perkembangan tingkat kebut akan kualitas pelayanan
dan perubahan kebijakan. emenuhi prinsip ini dapat

berdampak pada kega mendekatkan kesenjangan antara
kebutuhan warga d an negara. Kebutuhan masyarakat
akan berkaitan era t kepuasan yang akan terus meningkat
sejalan denga angan teknologi, peningkatan ekonomi,
dan lain-lai

uh masyarakat. Transparansi hanyalah sebuah pemanis
ak dibarengi dengan akuntabilitas. Adanya informasi proses
usunan standar pelayanan yang dapat diakses dan diketahui oleh
masyarakat tidak akan memberikan dampak signifikan bagi perbaikan
penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya peluang pertanggung-gugatan
standar pelayanan memungkinkan pihak eksternal mengetahui sejauh
mana pelaksanaan dan kinerja penyelenggara, memberikan masukan
dan bahkan melakukan pengawasan sebagai basis yang valid untuk
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memberikan masukan. Pihak eksternal dengan jelas telah disebutkan
dalam kebijakan tentang pelayanan publik bahwa pihak selain pemerintah
diberikan berhak melakukan pengawasan adalah Ombudsman, DPRD
provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat secara individu atau
melalui lembaga pengawasan pelayanan publik milik masyarakat.

F. Keadilan

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki
tujuan. Salah satu tujuan pentingnya adalah melindungi mas
praktik buruk yang dilakukan oleh masyarakat lain. G
penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijad
melindungi kelompok rentan dan mampu men
bagi kelompok lemah ketika berhadapan den elomg yang kuat.

Standar pelayanan harus menjamin bahwal pelaya
dapat menjangkau semua masyaraka
jarak lokasi geografis dan perbe

yang diberikan
status ekonomi,
pabilitas fisik dan mental.

Prinsip keadilan menjadi penguat prinsip partisipasi. Prinsip
keadilan memungkinkan pe enghindar dari jebakan
pendangkalan partisipasi elitis. selain mensyaratkan negara
harus melakukan pe ada semua warga agar mampu

dan akses partisipasi kelompok
kapabilitas, jenis kelamin, penyakit

berpartisipasi, juga
termarjinalkan ka
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BAB il

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN,
PENETAPAN, DAN PENERAP
STANDAR PELAYANAN P

hun 2009 mengamanatkan
bahwa dalam penyusun andar pelayanan publik harus
dilakukan dengan me asyarakat dan pihak-pihak terkait.
Tujuan keikutsertaa t dalam forum pembahasan bersama

Pasal 20 Undang-Undan

pényelenggara pelayanan, terutama menyangkut kemampuan
, meliputi dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk

/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.

Partisipasi warga mulai terlihat dalam praktik penyusunan standar
pelayanan dan maklumat pelayanan di unit-unit penyelenggara pelayanan
dasar setelah Kementerian PAN & RB mengeluarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
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Dengan adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih
baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih
peduli dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang
diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena
mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Oleh
karena itu, harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga
pelayanan akan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuh
masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih k
serta lebih efisien.

A. Kedudukan Masyarakat dalam Pela
Publik

Untuk menggambarkan kedudukan m rakat praktik
pelayanan publik. Denhardt (2007) menyebutkan tujuh prinsip dalam
praktik pelayanan publik sebagai berikut.

Kedudukan Masyarakat Dalam Pela nPu enurut Denhardt (2007) .

n Service citizens, not cus
» Seek the public il

eople, not just productivity
bar 3.1. Kedudukan masyarakat dalam pelayanan publik

vice citizens not customers (melayani warga negara bukan
customer).

Serve Citizens Not Customers adalah cara menempatkan posisi
masyarakat dalam proses pelayanan publik yang menempatkan
kepentingan publik di atas kepentingan individu atau golongan. Oleh
karena itu, pelayanan publik tidak hanya merespons tuntutan “customer,”
tetapi juga lebih fokus pada membangun hubungan kepercayaan dan
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kolaborasi dengan warga. Kepentingan publik ditentukan dari adanya
dialog antar nilai-nilai yang berlaku untuk merumuskan suatu kebutuhan
bersama dan bukannya didasari oleh kepentingan-kepentingan individu
tertentu. Oleh karena itu, kepentingan publik didasarkan pada tindakan-
tindakan untuk memenuhi kebutuhan bersama yang akan menguatkan
hubungan, kepercayaan dan kerja sama di dalam tatanan masyarakat.
Hal ini diuraikan oleh J. V. Denhardt (2007) bahwa Serve citize
not customers. The public interest is the result of a dialogue
shared values rather than the aggregation of individual self-i ts.
Therefore, public servants do not merely respond to th ds
of “customers,” but rather focus on building relation rust
and collaboration with and among citizens.” Salah k
pengembangan pelayanan publik dimulai dengan

hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam kontgks komghitas yang lebih
besar dalam suatu negara. Pelanggan adala yang berusaha
untuk mengoptimalisasikan kepentin priba ka melalui cara-
cara tertentu dan tidak selalu me entingan yang sama dalam

(2007) bahwa “One of the sticated efforts to improve service
quality begins with a re ti differences between customers
as bearers of rights and duties

ami oleh masyarakat melalui dialog serta pertimbangan-pertimbangan
yang merupakan hal esensial. Pemerintah juga mempunyai kewajiban
moral untuk memastikan bahwa solusi-solusi tersebut dikerjakan dalam
suatu proses yang menerapkan nilai-nilai keadilan dan persamaan. J.
V. Denhardt (2007) menekankan adanya perbedaan pemerintah di
dalam pengimplementasian pelayanan. Berbeda dengan sebelumnya,
kali ini pemerintah dituntut untuk aktif dalam melakukan hearing
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dengan masyarakat serta mencoba memahami mereka satu per satu
dengan pandangan luas mengenai kepentingan sosial dan masing-
masing komunitas. J. V. Denhardt (2007) mengungkapkan pandangan
ini sebaliknya mengharuskan para penyelenggara pelayanan publik untuk
memastikan bahwa masyarakat selalu diberikan suara dalam setiap
aktivitas pemerintah. Penyelenggara publik memiliki tugas penting dalam
membuka dialog untuk mewujudkan hal tersebut, serta harus da
menggandeng masyarakat untuk mendemonstrasikan perhatian
kepada komunitas yang lebih besar. Komitmen mereka haru
kepentingan untuk jangka pendek dan tanggung jawab m
disadari bahwa keputusan yang mereka buat selalu mg
yang besar kepada komunitas dengan rasa memiliki
semua dan moral yang terbentuk dalam suatu t

3. Value citizenships over entrepreneurship/(kewarg araan lebih

berharga daripada kewirausahaan)
Saat ini, pemerintah memiliki be
sesuai dengan perkembangan yan
di antaranya dari pengontrol s

aru yang sudah
kompleks. Peran tersebut
enjadi penentu agenda

memfasilitasi mereka, berneg i a menjadi perantara untuk
menjawab permasalah rintah harus mengajak masyarakat
berkolaborasi agar p aan pelayanan publik untuk meningkatkan
kesejahteraan gkat. Ada beberapa alasan mengapa

ayanan publik daripada paksaan. Untuk dapat berhasil menerapkan
nilai-nilai demokrasi diperlukan suatu kesadaran akan etika, nilai dan
moral. Pendapat lain juga mengatakan para pelaksana pelayanan
publik mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi warga negara.
Membantu mereka untuk mengerti bahwa untuk mewujudkan suatu
kepentingan yang luas diperlukan suatu usaha yang membutuhkan
waktu dalam menghadapi kompleksitas dalam proses pemerintahan.
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Partisipasi dalam pemerintahan demokrasi membangun karakter
moral, empati, pengertian akan kebutuhan-kebutuhan orang lain dan
kemampuan untuk menggabungkannya sebagai tindakan yang kolektif.
Dalam pengimplementasiannya, pelaksana pelayanan publik tidak hanya
bertindak sebagai pemberi nasihat, tetapi juga bagaimana mereka mampu
membuat suatu lingkungan di mana terdapat dialog dan perjanjian
di mana pembelajaran dapat dilakukan secara bersama. Akhirnya,
yang paling menjadi dasar dalam tugas pelaksana pelayanan p

tanggung jawab untuk mendengarkan suara-suara warga n
akan ditindaklanjuti secara responsif (Bellah, Madsen, Sulli
Swidler, 1992). Cooper (2019) dan Stivers (1994) mena
memberikan perhatian dan mendengarkan, kita dapat
kesulitan mereka. Ini adalah timbal balik yan
teori dan praktik keadilan. Secara garis besar
partisipasi publik di antaranya sebagai berik

a. Semakin besar partisipasi semaki t men an kebutuhan dan
ekspektasi warga negara yang' dapatddidengar dan ditindaklanjuti.
b. Semakin besar partisipasigsemaki t meningkatkan kualitas
kebijakan publik.

Semakin besar partisi proses kebijakan, semakin partisipan

dapatkan partnership.
kin besar partisipasi semakin mudah informasi dapat diketahui
eh publik.

Think strategically, act democratically (berpikir strategis,
bertindak demokratis).

J. V. Denhardt (2007) mengungkapkan beberapa aspek penting
yang dapat memotivasi dan menguatkan tanggung jawab warga negara.
Pertama, pemerintah tidak membentuk suatu komunitas, tetapi secara
spesifik pemimpin politik dapat memberikan masyarakat kepercayaan untuk
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bertindak secara efektif dan bertanggung jawab dalam pembangunan dan
warga negara percaya bahwa ada keterbukaan dari pemerintah. Kedua,
masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah bertindak responsif
karena pemerintah diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Denhardt mengatakan bahwa hal terbaik untuk membuat peluang-peluang
partisipasi sebanyak mungkin adalah dengan melakukan kolaborasi
dalam mencapai tujuan kebijakan. Pandangan Think strategically,
democratically, fokus pada keterlibatan masyarakat dan pembang
komunitas. Masyarakat dilihat sebagai bagian dari implementasi
Karena pertimbangan merupakan bagian penting dalam m
implementasi kebijakan, maka pertimbangan haruslah diin
masyarakat yang berpartisipasi seperti proses perenca
kebutuhan dan layanan publik. Cooper (2019)

partisipasi masyarakat mungkin tidak bergun an para
pelaksana pelayanan publik, tetapi hal tersebut merupakan sesuatu hal
yang penting dalam mempertahankan pemeri . Dalam New Public
Service, keterlibatan masyarakat tidak i adanya beberapa

setting prioritas. Pandangan ini asyarakat sebagai citizen/
warga negara, bukan customer/pel client/penerima manfaat.
Warga negara terlibat dalam dan tidak hanya melakukan
permintaan untuk memu jangka pendek. Konsep dalam
implementasi didasari bukan pasar. Komunitas dibentuk
dari interaksi sosial, rakter, dan menempati wilayah teritori

Recoghize that accountability is not simple (menyadari bahwa
abilitas bukan hal sederhana)

okrasi publik seharusnya lebih penuh perhatian kepada masyarakat.
eka harus bekerja berdasarkan undang-undang, hukum konstitusi, nilai
kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kebutuhan warga
negara. New Public Service tidak hanya menekankan akuntabilitas sentral
dalam pemerintahan, tetapi juga menolak pendapat yang mengatakan
bahwa ukuran efisien pasar tidak dapat mengukur pendorongan perilaku
bertanggung jawab. Denhardt (2007) mengulas bahwa “Recognize that
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accountability isn’t simple. Public servants should be attentive to more
than the market; they should also attend to statutory and constitutional
law, community values, political norms, professional standards, and
citizen interests” (Denhardt, 2007: 119). Memperdebatkan akuntabilitas
pelaksana pelayanan publik harus didasarkan kepada nilai-nilai keadilan
di mana pelaksana pelayanan publik harus dan mampu untuk melayani
masyarakat. Penentuan nilai-nilai keadilan ini tidak boleh diputus
oleh pelaksana pelayanan publik semata, tetapi merupakan suatu
dialog antarorganisasi. New Public Service melihat bahwa pe
efisiensi hasil pekerjaan sangat penting, tetapi mereka ti
mengantarkan bagaimana pelaksana pelayanan publik d
dengan tanggung jawab serta beretika sesuai dengg
demokrasi dan kepentingan publik. Adalah ha
menurut Mulgan (2000) mengedepankan ke
akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah seharus
lebih kepada proses dan kebijakan. Bagaiman

rikan perhatian
ya pemerintah,

lembaga pemerintah, dan para biro lebih akuntabel
kepada pemilik kuasa mereka yan uhnya yaitu warga negara.
Cooper (2019) mengungkapkan pe set melayani masyarakat

sebagai pelanggan atau warg pandangan warga negara
sebagai pelanggan, per a untuk menghasilkan suatu
produk dan layanan dengan kualitas yang diharapkan

dan semurah mung tuk odiproduksi. Produk yang akan dibeli

apakah pelangg ai dan memilih produk atau bahkan tidak
sama sekali. ; pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan

u pengarahan tanggung jawab profesionalisme, legal, politik, dan
demokratis. Namun, tujuan utama sebenarnya adalah bagaimana
tanggung jawab dan akuntabilitas dalam kebijakan demokratis dapat
memastikan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan
warga negara.
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6. Serve rather than steer (melayani daripada mengarahkan)

Saat ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa kepemimpinan
top-down sudah kuno dan mungkin tidak applicable di dunia modern.
Kehidupan masyarakat yang selalu dinamis, ketergantungan yang tinggi yang
memerlukan kolaborasi antarsektor dan kebutuhan untuk memecahkan
permasalahan-permasalahan secara kreatif dan imajinatif mengharuskan
kepemimpinan yang lebih adaptif dan fleksibel dibandingkan pada m
lalu. Perubahan terhadap cara pandang kepemimpinan dipengaruhi
bermacam-macam situasi yang terjadi. Saat ini, semakin ban g
yang ingin dilibatkan terhadap keputusan-keputusan yang me hi
kehidupan mereka. Kepemimpinan semakin dipandang ai
posisi yang berhierarki melainkan suatu proses da - an

dengan presiden, pemerintah, walikota, atau k 0
yang menyeluruh di mana lembaga, organisa yarakat terlibat
dari waktu ke waktu. Gagasan kepemimpinan
dibutuhkan khususnya di sektor admini i ng beranggotakan
masyarakat dari berbagai kelom
yang baru menyeimbangkan h agar warga negara dan

njalankan

hardt mengulas panjang lebar tentang perilaku manusia
isasi, hierarki dan keilmuan manajemen, faktor manusia,
asi kelompok, budaya, dan demokrasi untuk membedakan
dua pandangan sebelumnya. Hal tersebut seperti dijelaskan
J. V. Denhardt (2007) “Value people, not just productivity. Public
organizations and the networks in which they participate are more
likely to be successful in the long run if they are operated through
processes of collaboration and shared leadership based on respect
for all people.” New Public Service mengedepankan perilaku manusia
sebagai inti dari pandangan mereka. Perilaku manusia yang dimaksud,
di antaranya martabat, kepercayaan, rasa memiliki, kepedulian terhadap
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sesama dan warga negara yang didasari oleh kepentingan bersama.
Keadilan, persamaan, responsivitas, menghormati, penguatan dan
komitmen menjadi nilai yang berada di atas bukan hanya sekadar
efisiensi sebagai kriteria ideal.

Denhardt (2007) mengatakan apabila kita berasumsi bahwa masyarakat
sudah cukup capable untuk berpikir terbuka mengenai pelayanan, nilai
yang terkandung dalam kehidupan masyarakat, maka secara bersam
para pegawai negeri sipil (ASN) juga capable untuk memiliki mo
berperilaku dan motivasi yang sama. Kita tidak dapat berhar
ASN akan menghormati dan menghargai dengan baik apabil
melakukan hal sedemikian rupa kepada mereka.

Dalam dua pandangan sebelumnya, Old Publi
dan New Public Management melihat birokrat. sebaga g yang
membutuhkan keamanan dan struktural pada bi a peserta
dalam pasar bebas. New Public Service mel 3 jenis imbalan
yang diberikan kepada mereka baik i bentuk lainnya
tidak lebih tinggi pada penghargaa da mereka sebagai penggerak
perubahan bagi kehidupan khal k. Perry & Wise (1990)
menambahkan bahwa kece at terkait dengan sikap

juga menyebut patri melakukan hal yang baik adalah
ri bukan hanya untuk mempedulikan

gulasi Partisipasi Masyarakat dalam
elayanan Publik

Penggunaan paradigma pemenuhan hak dasar dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi basis
yang kuat untuk memasukkan pengaturan mengenai hak partisipasi
masyarakat. Undang-undang ini memuat jaminan partisipasi masyarakat
yang cukup luas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
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Partisipasi masyarakat dalam undang-undang tersebut boleh dikatakan
menjadi perspektif yang memperkuat beberapa bab pengaturan, di
antaranya hak partisipasi masyarakat yang diakomodasi dalam aturan
mengenai asas pelayanan publik. Hak partisipasi masyarakat juga
diakomodasi dalam:

Pasal 18 khusus mengenai hak masyarakat;
Pasal 20 ayat 2 mengenai standar pelayanan;

Pasal 35 mengenai pengawasan penyelenggaraan pelayanan
Bab VI pasal 39 khusus mengenai peran serta masyara
Pasal 40 mengenai penyelesaian pengaduan.

e wN PR

persoalan pelayanan publik, evaluasi hingga
Sementara itu penyelenggara pelayanan
masyarakat dalam berbagai proses pel

tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang
secara khusus mengatur

i dengan ekspektasi masyarakat yang dinamis. Partisipasi
at dalam penyusunan standar pelayanan dibutuhkan untuk
m pai pelayanan prima.

Saat ini, sudah banyak unit pelayanan yang ‘jemput bola’. Namun,
masih ada beberapa permasalahan yang kerap dikomplain masyarakat.
Delivery service belum memenuhi harapan karena masih melihat adanya
komplain dan saran dari masyarakat (Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pentingnya Partisipasi Masyarakat
dalam Penyusunan Standar Pelayanan, 2019).
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Masyarakat sebagai pengguna layanan dapat dilibatkan secara aktif
untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, terutama dalam
menyusun standar pelayanan. Standar pelayanan adalah tolok ukur
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji bagi pengguna
layanannya.

Ada enam prinsip yang harus diperhatikan dalam proses penyusu
standar pelayanan. Pertama, sederhana sehingga mudah dipa
pengguna yang datang dari berbagai lapisan masyarakat. Kedua,
yakni melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pri
adalah akuntabel, yakni dapat dilaksanakan dan diperta
Prinsip keempat adalah berkelanjutan, diwujudkan deé

satunya dengan cara publikasi. Keenam, ke
pelayanan menjangkau semua masyarakat.

Secara atributif, Kementerian P ewenangan untuk
merumuskan kebijakan pelayana ik, 'evaluasi, dan pemantauan
kinerja penyelenggaraan pelay. elakukan pendampingan.
Diseminasi pelayanan publik k menyampaikan kebijakan

ami kebijakan pelayanan publik,
an berkontribusi terhadap peningkatan

hanya dilakuka aurbeberapa pihak, tapi bisa dilakukan bersama
dalam penerapan pelayanan publik.

terhadap materi rancangan standar pelayanan. Jika dipandang
kan mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis
yanan yang dibahas.

2. Public Hearing

Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta yang
dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya.
Cara ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa
mewakili publik untuk didengar pendapatnya.
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Pada proses pembahasan dengan masyarakat, organisasi penyelenggara
pelayanan dapat mempertimbangkan pula komponen-komponen lain,
seperti sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, mekanisme
pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan

keamanan dan keselamatan pelayanan.

\’é@
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BAB IV
PENYUSUNAN, PENETAPAN,
DAN PENERAPAN STANDAR

PELAYANAN PUBLIK Q

Pasal 20 angka 1 Unda or 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik menga setiap penyelenggara berke-
wajiban untuk meny apkan standar pelayanan, adapun

substansinya perlu gan memperhatikan kemampuan pe-

dar pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah
tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan
standar pelayanan tersebut. Penyusunan rancangan standar pelayanan
selain perlu memperhatikan komponen standar pelayanan, organisasi
penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis
pelayanan yang akan fokus pada spesifikasi standar pelayanan. Jenis
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pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan
persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan.

Fokus dalam proses penyusunan rancangan standar pelayanan adalah
komponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan.
Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan disebabkan pada
komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan
pengguna pelayanan. Komponen standar pelayanan pada bagian ini y.
sekurang-kurangnya wajib dipublikasikan. Sedangkan untuk kom
standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal
proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pa
masing organisasi penyelenggara pelayanan. Kompo

memperhatikan komponen standar pelayanan,
pelayanan juga perlu memperhatikan spesifi
akan disusun standar pelayanan. Fokus pada ifi jenis pelayanan

Agar standar pelayana engan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan ma usunan standar pelayanan

r pelayanan, unit penyelenggara
yiapkan rancangan standar pelayanan

1. Pada awal pe
pelayanan publi

cangan standar pelayanan pada tiap jenis layanan. Tujuan
dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau
pelayanan yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata,
dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan
dari unsur-unsur organisasi dan/atau fungsi manajemen terkait
dengan komponen standar pelayanan.
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A. Komponen Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada sel
penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, E

pelayanan. Undang-undang tersebut menyebutkan bah
berkewajiban menyusun dan menetapkan standar p
memperhatikan kemampuan penyelenggara,
dan kondisi lingkungan.

Suatu unit pelayanan wajib menyusun, mengtapkan, dan menerapkan
standar pelayanan. Standar ini merupakan tol penyelenggaraan
pelayanan bagi pelaksana dan layanan. Komponen ini,
kemudian bisa menjadi acuan u kur efektivitas pelayanan

di unit pelayanan publik, Ting an pengguna layanan itulah
asukan untuk terus membenahi

pelayanan publik dapat berjalan dinamis dan
alitasnya yang baik.

0F pemahaman tersebut, pelaksana dan pengguna layanan
ahui hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan
a. Melalui kesepahaman itu, peningkatan kualitas pelayanan

bangsa, dapat dengan mudah dicapai.

Ada beberapa komponen yang terkandung dalam standar pelayanan.
Aneka komponen itu termaktub dalam Bab V Undang-Undang 25 tahun
2009 Tentang Pelayanan publik serta lebih jelasnya dijabarkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
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bahwa seluruh komponen tersebut wajib disusun, ditetapkan, dan
diterapkan sehingga diketahui oleh masyarakat luas yang mengakses
pelayanan. Uraian komponen wajib standar pelayanan yang harus ada
pada unit pelayanan publik dapat digambarkan sebagai berikut.

Standar Kompon
Pelqunan

Service Delivery

1. Persyaratan 7. Dasar Hukum

2. Prosedur 8. Sarana dan Pras
3. Jangka Wakiu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif

R selamatan Pelayanan

-awgsan Internal .
erja Pelaksana /- " 11

2 .

6. Penanganan Pengaduan

1. Komponenf(Stands nan yang Terkait dengan Proses
n (Service Point)

pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
point) yaitu sebagai berikut.

ormasi ini harus jelas dan terang terpublikasi di hadapan
gguna pelayanan. Syarat yang ditentukan setiap penyelenggara
pelayanan tentu berbeda pada setiap instansi dan setiap produk
pelayanan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun
persyaratan adalah efektivitas dan efisiensinya. Artinya, indikator ini
tidak mempersulit pengguna layanan, tetapi juga segaris dengan dasar
hukum yang ada. Melalui cara ini, pengguna layanan memperoleh
kejelasan, sementara penyelenggara layanan bisa meminimalisasi
penjelasan verbal kepada penggunanya.
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PERSYARATAN PEMBUATAN

Akt Kelahiran

-
'

FORM F.201

FOTOKOPI KTP

- FOTOKOPI KARTU KELUARGA

- FOTOKOPI SURAT NIKAH

- SURAT KETERANGAN KELAHIRAN
-idASAH TERAKHIR UNTUK YANG DEVWASA

'

OOAUN

Gambar 4.2. Persyaratan pelaya

b. Sistem, Mekanisme, dan P, ur

Sistem, mekanisme, dan se dalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi p i an. Prosedur pelayanan
merupakan proses yan i seorang pelanggan untuk
mendapatkan pela iperlukan. Hal ini merupakan salah
satu indikator ditanyakan pengguna pelayanan.
Sistem, mekanis osedur merupakan rangkaian proses
secara jelas dan pasti, yang berbentuk
suatu ¢ secara tegas menggambarkan tata cara yang
2ngguna untuk memperoleh layanan.

pbagan alur mesti sederhana, tidak berbelit, mudah
dilaksanakan. Sebaiknya disusun dalam bentuk flow
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{:} Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Front Office 2] !’stugas Regisirasi! Lokel 4

L1

u Pendaflaren
Bllani Tands Buktl
PRAZ GRn PAANQI3l Buky Ragist

Pangambilan We
Menyampaikan Berl

wﬂ?‘."ﬂ:ﬁ‘cl&?‘"s’fEﬂ“"‘““"
Z
Nenpgrankn Dakyaen Kasi Pencatatan Sipil o
gt A s Q
Pemohon
M erahhen
B

Ferrntatangeh Bpymer

-\_._J “»®Petugas Operator

Gambar 4.3. Sistem, mekanisme, dan prosed

c. Jangka Waktu Pelayanan
Merupakan tenggat waktu pem

layanan. Kepastian waktu, jel

diketahui pengguna pelayana

h penyelenggara
jadi hal penting yang perlu
jelasan waktu pelayanan,

menjalani setiap tahap g dilalui. Hindari adagium
harus dipercepat?” Sudah saatnya

P dengan menunjukkan KTP asli
artu Keluarga [(KK)

Copy akte lahir

opy kartu sidik jari

as foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar

. Mengisi formulir daftar pertanyaan

1. Pemeohon mendaftar di http:/skck. polri.go.id (dapat dilalkukan
dirurmah dengan handphone atau di kemputer yang telah tersedia
di Polres Singkawang}

2. Permohon datang sendiri membawa dan menyerahkan persyaratan
termasuk lembar barcode hasil pendaftaran online

3. Penelitian oleh petugas pelayanan dan cross check data

4. Penerbitan dan registrasi

5. Pengarsipan dan penyerahan SKCK kepada pemohon

D ©

15 menit setelah melengkapi persyaratan

Gambar 4.4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik
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d. Biaya/tarif

Ketidakjelasan informasi biaya kerapkali menimbulkan masalah.
Pengguna acap kali dihadapkan pada kebingungan pada jumlah
rupiah yang harus mereka keluarkan. Artinya, untuk mencegah
potensi terjadinya pungutan tidak resmi penyelenggara negara wajib
memampang besaran biaya/tarif yang harus dikeluarkan penerima
layanan publik. Bahkan, untuk layanan yang diberikan secara cu
cuma, penyelenggara wajib memampang kata “GRATIS” di

e. Produk Pelayanan
Apa guna aneka layanan yang bermanfaa

f. Penanganan Pengad Masukan/Apresiasi
dari pengguna pelayanan.

anan publik. Aduan mereka adalah
nyelenggara pelayanan.

lengan menyediakan unit pengelolaan pengadu-
al. Kewajiban atas pemenuhan unsur ini secara

jadai, pelaksana pengelolaan pengaduan yang kompeten dan

anisme pengelolaan pengaduan yang mengedepankan asas

penyelesaian yang cepat dan tuntas. Berikut ini indikator pemenuhan

fungsi pengelolaan pengaduan.

1) Sarana pengaduan (kotak pengaduan, ruang pengaduan, sms,
telepon, faksimili, email, dan lain-lain).

2) Pejabat/petugas pengelola pengaduan.

3) Informasi prosedur pengaduan.
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4) Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang
pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan.

2. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

a. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan y
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Perumusan m
komponen dasar hukum dibuat dengan mengacu p
identifikasi, analisis dan pertimbangan yang ada. Di s
perlu memperhatikan apabila terdapat perkemban
atau ketentuan peraturan perundang-undangan
dijadikan dasar hukum dalam aktivitas penyel
termasuk dasar hukum dari jenis atau - an yang
dihasilkan, dasar hukum pemungutan bi

Sarana dan prasarana dan ili alah peralatan dan
fasilitas yang diperlukan dalam araan pelayanan termasuk
peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan.
Sarana pelayanan dapa erbagai fasilitas, peralatan
kantor yang digun roses memproduksi, menyediakan,
atau memberik ara lain meja, kursi, filling cabinet,
almari, branka mesin ketik, mesin hitung, alat tulis
kantor, formu is, fasilitas pengolahan data, penyimpan
tan kontrol/monitoring, komputer, fasilitas

elepon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang
impanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, laboratorium,
udang, ruang tunggu tamu, ruang/halaman parkir dan lain-
lainnya yang digunakan langsung atau menunjang dalam proses
penyelenggaraan pelayanan. Untuk menyusun kebutuhan sarana
dan prasarana pelayanan, perlu mengidentifikasi dan membuat
analisis kebutuhannya dengan memperhatikan karakteristik aktivitas
pada setiap jenis layanan yang disinkronkan dengan sifat atau
model sistem mekanisme, prosedur, serta kebutuhan teknologi
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dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Kemudian dibuat daftar
inventaris sarana dan prasarana atau peralatan fasilitas penunjang
penyelenggaraan pelayanan pada unit/satuan kerja jenis pelayanan
tertentu yang dituangkan dalam alat bantu pencatatan.

c. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh setiap pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampi
dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pel
untuk memberikan gambaran mengenai dukungan ke

sifat pekerjaan, mekanisme dan prosed
penggunaan teknologi dalam proses pe an pelayanan.
Dalam uraian komponen ini pada standar perlu diberikan
gambaran mengenai kapasitas j ungan pelaksana/
petugas yang ditempatkan

pejabat yang ada
sesuai dalam p

penempatannya pada tugas yang
pelayanan. Untuk mengantisipasi
ang terus berkembang, penyelenggara
perlu mem ' atan kepada pelaksana pejabat/pegawai
petensi dan mengikuti pendidikan/pelatihan
S rampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan

ah pelaksana adalah tersedianya jumlah pelaksana sesuai
beban kerja. Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai
posisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai
pembagian dan uraian tugasnya. Menggambarkan berapa besar
jumlah petugas/pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana dan
bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan pelayanan sesuai
struktur, jabatan, tugas, dan kewenangan yang ditentukan pada
instansi penyelenggaran pelayanan publik. Jumlah pelaksana
terkait dengan informasi komponen kompetensi pelaksana. Dalam
standar pelayanan harus dicantumkan jumlah pelaksana tersebut,
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48

yang dilengkapi dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi yang
memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja di bidang pelayanan
yang bersangkutan.

e. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan yang
dilakukan sesuai standar pelayanan. Jaminan pelayanan adalah yan
memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan sta
pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan i

atan Pelayanan
elamatan pelayanan adalah dalam

agu-raguan. Untuk mengimplementasi
yang sama dengan komponen jaminan

aupun keselamatan atas penyelenggaraan pelayanan.

g. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal merupakan
pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian
internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan
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pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan
standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini perlu
dilakukan secara terus-menerus, untuk mencegah dan meluruskan
bila terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun
iklim dan budaya kerja yang tertib, taat asas, mengembangkan
etos kerja, disiplin, dan produktif. Pelaksanaan pengawasan dapat
dilakukan, baik oleh atasan langsung dan/atau oleh pejabat/petugas
pada UPP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsi

bertanggung jawab dalam pengawasan tersebut perlu
dan dicantumkan dalam standar pelayanan.

h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Rangkaian kegiatan membandingkan h i suatu
penerapan standar pelayanan yang telah di Or apa saja
yang memengaruhi keberhasilan dan/ata dalam rangka
penerapan standar pelayanan. Proses evalua pertimbangkan
pengaduan pelayanan publik y rta hasil dari survei
kepuasan masyarakat. Evaluasi ki elaksana adalah penilaian

oses penyelenggaraan tugas dan
ganisasi dapat berjalan secara efisien

secara perie rkesinambungan untuk perkembangan dan
keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/
ukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.

n kinerja sebagai bagian dari proses pengawasan internal.

mponen standar pelayanan ini didesain untuk memberikan akses
rmasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan
menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan
masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan
tersebut, dapat meminimalisasi tindakan-tindakan maladminsitrasi
seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan
sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya
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standar pelayanan memberikan keterbukaan akses informasi kepada
masyarakat sehingga dalam suatu pelayanan, baik persyaratan, prosedur,
biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa
mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam
penyelenggaraannya. Dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut,
harapannya adalah mewujudkan Indonesia menjadi welfare state yang
dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerat
terhadap kesenjangan yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang ters

pelaydnan publik yang
il pajak’ yang disetorkan
masyarakat. Oleh karena itu, secara i at memiliki andil

dan peran dalam penyelenggaraa n publik
Setelah memahami tenta standar pelayanan publik,
penyelenggara pelayanan pub alisis terhadap 14 komponen

tersebut dikaitkan den i tuan kerja pelayanan publik. Hal ini
diperlukan dalam unan, penetapan, dan penerapan
standar pelayana jenis pelayanan sekurang-kurangnya

3 penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka
enambah atau melengkapi komponen lain dalam

dures (SOP) dan norma, standar, prosedur serta kriteria (NSPK).

Pertanyaan berapa banyak standar pelayanan harus disusun sering
muncul dari penyelenggara layanan dalam pelatihan dan pendampingan
teknis. Namun, persoalan sebenarnya bukan pada jumlah standar
pelayanan yang harus disusun tetapi justru seberapa besar keinginan
penyelenggara untuk menumbuhkan atau mengembalikan kepercayaan
(trust) masyarakat kepada pelayanan yang mereka selenggarakan. Standar
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pelayanan akan menjadi kunci pembuka tumbuhnya atau kembalinya
kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, jumlah bukan menjadi
permasalahan dalam penyusunan standar pelayanan ini.

Standar pelayanan diperlukan untuk seluruh pelayanan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan karena dibutuhkan/
diminta oleh masyarakat maupun pihak lain, seperti sektor swasta
unit/instansi pemerintahan lainnya. Standar pelayanan harus disu
pula oleh penyelenggara pelayanan swasta.

Penyusunanran
komponen stang organisasi penyelenggara pelayanan,

pelayanan. lJenis pelayanan ini penting untuk
dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur

3layanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam
aan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati

agai alat kontrol masyarakat penerima pelayanan atas kinerja
pemerintah. Oleh karena itu, perlu disusun dan ditetapkan standar
pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan tersebut.
Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat
dan stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan
saran dan masukan.

Bab IV: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik 51



Standar pelayanan publik memiliki arti yang sangat penting dalam
pelayanan publik. Standar pelayanan publik merupakan suatu komitmen
penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan kualitas
tertentu yang ditentukan berdasarkan perpaduan harapan masyarakat
sebagai pemakai layanan dan kemampuan penyelenggara pelayanan
sebagai penyelenggara layanan. Dengan adanya standar dalam kegiatan
pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelaya
yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta
menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Untuk
standar pelayanan publik ada beberapa tahapan yang haru
agar diperoleh hasil yang optimal, yaitu sebagai berik

Tahapan Penyusunan Standar Pel n

¢ Penyusunan SPP.

* Partisipasi Masyarakat
* Penetapan Maklumat Pelay Publik
* Penerapan SPP
e Pemantauan

enyusun rencana aksi.
Menyusun maklumat pelayanan publik.

Penyusunan standar pelayanan publik difokuskan pada komponen
yang terkait dengan penyampaian pelayanan yang merupakan inti dari
penyelenggaraan pelayanan pada pengguna layanan. Komponen standar
pelayanan publik yang terkait dengan pengelolaan internal pelayanan,
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proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada masing-
masing organisasi penyelenggara pelayanan. Pembahasan komponen
standar pelayanan tersebut harus dilakukan bersama antara penyelenggara
pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait.
Proses penyusunan standar pelayanan yang mengakomodasi partisipasi
masyarakat sejak tahap penyusunan rancangan standar pelayanan sampai
penetapannya adalah sebagai berikut.

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai deng
dan pemberian penghargaan.

2. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam ben
pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta
penyusunan kebijakan publik.

3. Masyarakat dapat membentuk lembaga/pengawa
publik.

4. Tata cara pengikutsertaan masyarakat enyelenggaraan
pelayanan publik diatur lebih lanj dalam peraturan pemerintah.

Agar standar pelayanan terlak baik dan dapat dipertang-

gungjawabkan maka perlu
1. Pada awal penyusun anan perlu disiapkan rancangan

standar pelayan lu sebagai bahan diskusi dengan
masyarakat.
Mengidentif j j layanan yang telah dilengkapi dengan

yusunan standar pelayanan perlu dilakukan:
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1.

unsur penyelenggara pelayanan dan masyaraka
penetapannya. Proses penyusunan standar
suatu tim standar pelayanan (SPP).

Langkah-Langkah Penyusunan
Rancangan SPP

o

Pembentukan dan Penyiapan tim SPP ]

o

Penyiapan rancangan SPP ]

i s

Penyusunan rancangan SPP

o8

|
|
|
|
|

Pembahasan SPP

Gambar 4.6. Langkah-langkah penyusunan rancangan SPP

elibatkan
ncangan hingga
dilakukan oleh
ur penyelenggara

Pembentukan dan Penyiapan Tim Standar P
Proses penyusunan standar pelayanan sec

PP da

pelayanan dibentuk sesuai ketentuan pe an standar pelayanan yang
secara ringkas dapat dijelaskang sebag t.

54

a. Keanggotaan Tim S

Dalam rangka kualitas pelayanan yang didasarkan
pada implemen aka pembentukan tim standar pelayanan
sebaiknya pihak-pihak yang berperan dalam

ulis yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan organisasi
enyelenggara. Struktur keanggotaan tim standar pelayanan sekurang-
kurangnya 3 orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Tim
dipilih dan ditugaskan oleh pimpinan satuan kerja penyelenggara
pelayanan secara formal tertulis yang ditetapkan dengan surat
keputusan pimpinan penyelenggara pelayanan. Keanggotaan tim
standar pelayanan terdiri atas: pimpinan organisasi penyelenggara,
pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk perwakilan
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dari petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa
pelayanan (front liner).

b. Tugas Tim Standar Pelayanan

1) Mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan
unit pelaksana pelayanan (UPP) serta hal-hal yang terkait
dengan komponen standar pelayanan pada masing-masin
jenis pelayanan.

2) Menyusun rancangan standar pelayanan setiap
pelayanan.

3) Membahas rancangan standar pelayanan bersa
unsur perwakilan masyarakat dan pihak

4) Mempublikasikan rancangan standar pela
disepakati kepada masyarakat umum
rancangan standar pelayanan
dari publik) disiapkan untuk k
penyelenggara.

5) Menyiapkan konsep m
oleh penyelenggara.

6) Mempublikasikan anan.

7) Menyiapkan me ring dan evaluasi penerapan

t pela untuk ditetapkan

2. Penyiapan Ran ndar Pelayanan Publik
Penyiapan r; r pelayanan harus berlangsung efektif
dan efisien. terjadi pada proses diskusi di dalam

tim penyusu ebagian besar informasi yang diperlukan telah
disiap im te empelajari seluruh informasi tersebut sebelum
aktu yang digunakan untuk proses penyusunan
. Efisiensi akan terjadi dari segi penggunaan sumber

arakat dengan mempertimbangkan kemampuan penyelenggara
pelayanan, isi tiap komponen standar pelayanan yang berkaitan dengan
kebutuhan dan partisipasi masyarakat disajikan dengan mudah dipahami
dan cukup rinci.

Pada proses penyusunan rancangan standar pelayanan, sering kali
beberapa kendala ditemui oleh tim SPP dari unsur penyelenggara
pelayanan, di antaranya adalah sebagai berikut.
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a. Tim kurang menguasai dasar hukum kelembagaan, tugas,
kewenangan dan fungsi pokok penyelenggaraan pelayanan
publik yang menjadi mandatnya.

b. Dokumen-dokumen terkait kebijakan atau aturan terkait mandat
kelembagaan penyelenggara pelayanan publik tidak tersedia
secara lengkap.

c. Unit penyelenggara pelayanan belum memiliki mekanisme
penanganan pengaduan yang terstruktur dan lengkap. Bias
penanganan pengaduan hanya minimalis, yaitu berupa pe
kotak saran, tetapi belum disertai dengan prose
lanjut penanganan pengaduan hingga penyelesai

Tujuan dari identifikasi kondisi penyele
ini atau yang sedang berjalan adalah untuk , mendata dan
mengetahui sejauh mana kondisi a mampuan dari
unsur-unsur organisasi dan/atau fu anajemen yang terkait dengan
komponen standar pelayanan yan
pelayanan. Unsur-unsur org
dengan kelembagaan, su , sarana-prasarana, anggaran,
sistem dan prosedur ek lainnya yang ada atau terjadi
pada saat itu. Met igunakan adalah dengan cara observasi
mempelajari, menee eneliti berbagai praktik kebijakan dan/

gas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;
enis pelayanan, produk pelayanan, dan masyarakat;
mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
sarana, prasarana dan anggaran;

jumlah dan kompetensi SDM;

pengawasan internal;

penanganan pengaduan, saran dan masukan;

sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan;
aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen standar
pelayanan.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
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Untuk memudahkan proses dalam identifikasi perlu dilakukan
langkah pendataan dan pencatatan informasi. Adapun langkah-langkah
dalam proses identifikasi yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut.

a. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum
Kelembagaan
Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa
pertanyaan, antara lain:

1) kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;

2) apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organi
satuan kerja pelayanan);

3) bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, d
dari kelembagaan satuan kerja (satuan
yang ada saat ini;

4) instansi/unit/satuan kerja mana
proses penyelenggaraan pelaya ifjenis pelayanan
yang akan disusun standar pela

5) peraturan/ketentuan ap j

dengan kewenangan araan pada jenis pelayanan

yang akan disusu

Dasar Hukum/
Ketentuan yang
terkait

ugas dan fungsi

Kewenangan menyelenggarakan jenis
pelayanan, meliputi ....

Instansi/Unit/Satuan Kerja yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan
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b. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat

dan Pihak Terkait

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar
pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/
satuan kerja pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan
organisasi unit/satuan kerja pelayanan, perlu diidentifikasi untuk
diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang diselenggarakan ol
unit/instansi yang bersangkutan.

Bisa dicontohkan pada unit/satuan kerja puskes
rumah sakit, terdapat berbagai jenis pelayanan seperti
klinik gigi, pelayanan klinik umum, pelayanan klinik

disusun standar pelayanannya.

Pada satuan kerja yang
melakukan penyelenggaraan pendidi pelatihan dapat diidentifikasi

PPPPTK Pertanian sebag it Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidi rian pendidikan dan Kebudayaan
(Dirjen GTK, Kemdikb pelayanan yang diberikan antara
lain adalah kerja at, kerja sama penggunaan fasilitas,
taan narasumber, praktik kerja industri

ntuk memudahkan proses identifikasi aspek
dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab

saja produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan

n yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain;

apa saja dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap

jenis pelayanan tersebut;

siapa saja pengguna produk layanan baik yang langsung maupun

tidak langsung menggunakan hasil penyelenggaraan pelayanan

tersebut;

4) apa atau siapa saja pengguna layanan, masyarakat umum,
instansi lain, atau internal;
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5) siapa saja pemangku kepentingan yang terkait dengan produk
pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada tahap ini sekaligus dapat dimanfaatkan
untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan
yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar
pelayanannya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masi

dalam lembar kerja jenis pelayanan, produk pelayanan,
dan pihak terkait sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Lembar kerja jenis pelayanan, produk pelayanan,
dan pihak terkait

Organisasi Penyelenggara :

yarakat/
Pengguna
Layanan

Produk
Pelayanan

Pihak
terkait

No. Jenis Pelayanan

edur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses
perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang
terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga
dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksana/petugas melakukan
pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan
memerlukan waktu berapa menit/jam.

Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/
meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan
tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksana/
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petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian
pelayanan tersebut dan memerlukan waktu berapa menit/jam.

Alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan dalam proses pelayanan
tersebut agar dibuat atau digambarkan dalam suatu diagram/
bagan alir (flowchart), sehingga dapat jelas dan mudah dikenali
alur pekerjaan. Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari,
meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dal
alat bantu pencatatan pada lembar kerja mekanisme dan pros
persyaratan, biaya, dan waktu berikut.

Tabel 4.3.
Lembar kerja mekanisme dan prosedur, persyaratan,
waktu

Organisasi Penyelenggara @ .....ccocooevevveee ol

Jenis Pelayanan @ ...

Penanggung
Jawab

Produk | Persyaratan

No- Pelayanan | pelayanan

Biaya | Waktu

ahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja
berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia
ntuk aktivitas penyelenggaraan pelayanan. Berapa jumlah anggaran
belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua
produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang
bersangkutan. Selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu
pencatatan pada lembar kerja sarana prasarana dan anggaran berikut.
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Tabel 4.4.
Lembar kerja sarana prasarana dan anggaran

Sarana Prasarana

*)
Pelayanan Anggaran | Keterangan

No. | Produk Pelayanan

e. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM
Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan,
untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kug

pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki
serta jabatan dan uraian tugas kerja m
hasilnya dituangkan dalam alat
kerja jumlah dan kompetensi

Produk

*
Pelayanan Jumlah SDM | Keterangan®)

No.

engawasan internal merupakan salah satu komponen standar
ayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu,
perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi
pengawasan pada unit/satuan kerja apakah pada unit/satuan kerja
penyelenggara pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta
bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).
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Setelah itu hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada
lembar kerja pengawasan internal sebagai berikut:

Tabel 4.6.

Lembar kerja pengawasan internal

Unit/Satker Pelayanan :

Status/Bentuk

.. Prosedur
Organisasi

Dukungan
SDM

Sarana

Keteran

g. Identifikasi Penanganan Pengaduan,
Penanganan pengaduan, saran,

status dan bentu
lanjut dan duk
alat bantu pen

gai berikut:

Tabel 4.7.

n Masukan
upakan salah satu

stem dan fungsi, bagaimana
ugas dan fungsi, prosedur, tindak

Tindak
Lanjut

Dukungan

SDM Sarana

Bentuk
Organisasi

Saran dan Masukan
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h. Identifikasi Sistem Jaminan Pelayanan dan Jaminan Keamanan
Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari pihak
unit penyelenggara untuk memberikan kepastian mengenai kualitas
penyelenggaraan dan produk layanan. Perlu dicermati dan diteliti
apakah ada upaya atau kebijakan yang telah dibuat, diciptakan,
yang terkait dengan usaha untuk menjaga pelaksanaan pelayanan
dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan ti
menimbulkan risiko bahaya, misalnya menciptakan rambu-ra
antrean, menyiapkan sarana/fasilitas untuk keselam
keamanan bagi pengguna layanan. Bentuk pencipta
fasilitas tersebut perlu diteliti dan diidentifikasi, tegs
sudah didukung standar teknis yang menjamin ke
keselamatan pengguna layanan.

Tabel 4.8.
Lembar kerja sistem jaminan pelayanan danjaminan keamanan

Unit/Satker Pelayanan : .............&h.......

Bentuk

sarana Organisasi

No. Uraian

1. | Sistem Jaminan
Pelayanan

2. | Sistem Jaminan
Keamanan

tribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat
menambahkan komponen lain yang dibutuhkan. Bagi unit pelayanan
yang telah memiliki standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat
dilakukan dengan mempelajari dan meneliti standar pelayanan
yang ada.
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3. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan

Pada awal penyusunan standar pelayanan, organisasi penyelenggara
pelayanan memiliki kewajiban untuk menyusun standar pelayanan
berupa rancangan standar pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan
diskusi dengan masyarakat. Sebelum memulai penyusunan rancangan,
penyelenggara pelayanan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi standar
pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Standar pelayanan yang
menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun rancangan sta
pelayanan selanjutnya. Bagian ini menjadi fokus perhati

perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelay,
standar pelayanan. Fokus pada spesifikasi je nan ini penting
untuk menghindari kesalahan dala rsyaratan, waktu,
prosedur maupun biaya pelayanan. Langk ngkah yang harus dilakukan
dalam penyusunan rancangan n adalah sebagai berikut.

duk pelayanan
Sarana, prasarana, atau fasilitas

Kompetensi pelaksana

Pengawasan internal

Penanganan, pengaduan, sarana, dan masukan
Jumlah pelaksana

Jaminan pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
Evaluasi kinerja pelaksana

>
4
4
4
>
4
4

Gambar 4.7. Langkah-langkah penyusunan draft rancangan SPP
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Uraian langkah-langkah penyusunan draft rancangan SPP adalah
sebagai berikut.

a. Dasar Hukum
Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan. Perumusan materi komponen
dasar hukum dibuat dengan mengacu pada hasil identifikasi, analisis,
dan pertimbangan yang ada. Di samping itu, perlu memperhati
apabila terdapat perkembangan kebijakan yang dijadikan
hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan, terma
hukum dari jenis atau produk pelayanan yang dihasi
hukum pemungutan biaya pelayanan, dan lain-lai

b. Persyaratan

Persyaratan adalah persyaratan yang
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik p
administratif. Persyaratan pelayanan meru
diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan) dala

. dalam

S maupun
tuntutan yang
enyelenggaraan

pelayanan sesuai ketentuan per; n yang berlaku. Persyaratan
pelayanan dapat berupa kel kumen, barang dan jasa
tergantung kebutuhan is pelayanan. Perumusan

tiap aktivitas j nan sehingga kemudian dalam proses
pelayanan dapa

andar pelayanan yang sudah ada sebelumnya
jukan. Dalam proses identifikasi persyaratan

han. Proses perumusan persyaratan pelayanan ini dilakukan
memperhatikan dasar hukum yang ada.

Dalam merumuskan persyaratan, agar memperhatikan prinsip
esederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas, artinya
persyaratan harus mudah dipenubhi, diikuti, tidak memberatkan, serta
dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya. Cara
yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan pelayanan
adalah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan
untuk penyelesaian proses pelayanan. Untuk mempermudah dalam
proses penyusunan rancangan, SPP yang sudah ada sebelumnya
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dapat dijadikan rujukan. Proses perumusan persyaratan ini dapat
dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang ada. Proses
identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang
diharapkan dalam proses identifikasi ini adalah sebagai berikut.

1) Daftar pertanyaan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari
tiap-tiap pelayanan.
2) Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyara

(di awal, di akhir, atau secara bertahap).

Sebagai penuntun dalam perumusannya, dapat diban
mempelajari data/informasi dan disesuaikan dengan per
kebijakan/ketentuan, penggunaan teknologi yang
atau tuntutan untuk kemudahan bagi masyarak

c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur a tata pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan, yang mengandung tahapan kegi harus dilakukan
atau dilalui dalam sistem dan enyelenggaraan pelayanan.
Analisis proses dan prosedur ilakukan terhadap setiap
jenis pelayanan yang di unit pelayanan tersebut.

adalah tata cara pelayanan
pelayanan. Prosedur pelayanan

Sistem, mekanis
yang dibakukan

andard Operating Procedures).

alam merumuskan komponen mekanisme dan prosedur,
ar memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas.
Artinya langkah pelaksanaannya harus mudah dijalankan, tahapan/
hierarkinya dipadatkan, diupayakan tidak banyak simpul/meja dan
dapat dipertanggungjawabkan kebenaran maupun kepastiannya.

Untuk memberikan kejelasan alur mekanisme, urutan prosedur
kegiatan dalam proses pelayanan tersebut, agar dibuat atau
digambarkan dalam suatu diagram/bagan alir (flowchart). Prosedur
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adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima
pelayanan. prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui
seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
Penyelenggara pelayanan wajib memiliki SOP. Hasil yang diharapkan
dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan
penyusunan SOP.

d. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis

yang dlgunakan dalam melayani
dengan menghitung waktu riil vy,

jenis pelayanan. hitung waktu, perlu betul-betul
memperhatikan edur‘yang mengatur hubungan dengan
pengguna layana prosedur yang mengatur hubungan

kan analisis waktu harus memperhatikan dan
dengan rumusan komponen mekanisme, prosedur,

Selanjutnya perlu mempertimbangkan adanya kemampuan
ernal di antaranya sarana, peralatan, fasilitas dan teknologi
yang digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan
tenaga kerja dan tingkat kompetensinya atau keterampilan kerjanya,
pengalaman dalam pemberian pelayanan selama ini dan harapan
masyarakat.

Jika perlu dapat dilakukan uji coba secara parsial bersamaan
dengan uji coba komponen prosedur sehingga kemudian dapat
ditentukan waktu yang ideal. Dengan mengetahui analisis waktu
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yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas pada setiap simpul yang
dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan, maka akan
dapat ditentukan jumlah waktu yang diperlukan untuk melayani
satu jenis pelayanan, sejak awal pemohon/masyarakat memasukkan
permohonan kepada petugas pelayanan sampai dengan proses
pelayanan selesai dilakukan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan un
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelaya
Waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (
awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui sel
yang dibutuhkan untuk setiap jenis pelayanan. Prg
waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis
yang dibuat harus diperhitungkan betul de
prosedur yang mengatur hubungan de eng ayanan,
maupun prosedur yang mengatur hubungan antarpetugas. Hasil
yang diharapkan pada tahap ini adalah ktut yang diperlukan
untuk menyelesaikan setiap jeni ayanan.

e. Biaya/Tarif
Biaya/tarif adalah o nakan kepada penerima
memperoleh pelayanan dari
itetapkan berdasarkan kesepakatan
rakat. Proses perumusan komponen

perlu memperhatikan apabila biaya

apan biaya lebih lanjut apabila dipandang perlu untuk
esuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam merumuskan
iaya/tarif pelayanan perlu mempertimbangkan, di antaranya kondisi
sosial, daya beli masyarakat, perkembangan harga yang terjadi dan
biaya operasional dalam proses produksi pelayanan. Biaya/tarif
ditetapkan berdasarkan identifikasi biaya pelayanan dalam setiap
tahapan pelayanan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Tidak semua jenis pelayanan dikenakan biaya/tarif. Harus dibedakan
jenis-jenis pelayanan yang dikenakan biaya dan pelayanan yang tidak
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dikenakan biaya (gratis). Ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat.

Proses identifikasi biaya pelayanan dilakukan berdasarkan
setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yan
diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada pro
ini juga dilakukan identifikasi biaya yang akan dibebankan ke
pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola p
Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini pentin
untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang aka
pelanggan dan berapa biaya yang akan dibebankan

1) jumlah biaya yang dibebankan kepa ggan dari setlap
jenis pelayanan (untuk pelayanan ya
jumlah biaya yang dlbebanka

diberikan secara
keseluruhan dit

ayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
uai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
n dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk
istrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai
ngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan
keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil
akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi produk dari suatu
jenis pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis
pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi adalah
daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.
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Dalam menyusun komponen produk pelayanan, menyebutkan
berupa apa saja wujud atau bentuk yang dihasilkan dan diberikan
kepada masyarakat, selanjutnya menyebutkan bagaimana standar
kualitas, ukuran, atau spesifikasi dari produk layanan yang diberikan,
misalnya: produk berupa dokumen/sertifikat dengan kertas A4, 80
gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

Produk pelayanan harus dapat dijamin kualitasnya, yang melip

1) Kepastian hukum, diproses sesuai dengan ketentu
prosedur yang berlaku.

2) Keamanan, layanan barang/jasa/administrasi yang
tanpa ada kesalahan pembuatan data, salah

3) Keselamatan, layanan barang/jasa/administra
bagi penggunanya dijamin bahan/mat
rusak.

4) Rumusan yang dituangkan dalam ndar [pelayanan ialah
pernyataan bahwa produk pel menuhi standar
kualitas yang ditentukan o ra.

g. Sarana, Prasarana, atau
Sarana, prasarana, i ah peralatan dan fasilitas

yang diperlukan da araan pelayanan, termasuk

peralatan dan fasili bagi kelompok rentan.

Sarana pela berbentuk berbagai fasilitas, peralatan

atau memb elayanan, antara lain meja, kursi, filling cabinet,
k buku, mesin ketik, mesin hitung, alat tulis

peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya
ana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara
lain berupa instalasi listrik, telepon, air, ruang kerja, ruang rapat/
pertemuan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem
kontrol, laboratorium, gudang, ruang tunggu tamu, ruang/halaman
parkir, dan lain-lainnya yang digunakan langsung atau menunjang
dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Penyusunan Standar Pelayanan Publik




Untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan,
perlu mengidentifikasi dan membuat analisis kebutuhannya, dengan
memperhatikan karakteristik aktivitas pada setiap jenis layanan, yang
disinkronkan dengan sifat atau model sistem mekanisme, prosedur
serta kebutuhan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

h. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus di
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketera
dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi
untuk memberikan gambaran mengenai dukungan ke

sifat pekerjaan, mekanisme dan prosed
penggunaan teknologi dalam pros an pelayanan.

Dalam uraian komponen 4
diberikan gambaran mengen berapa jumlah dukungan

gawasan Internal
engawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan
ngawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal merupakan
pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian
internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan
pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan
standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini perlu
dilakukan secara terus-menerus, untuk mencegah dan meluruskan
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jika terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun
ikim dan budaya kerja yang tertib, taat asas, mengembangkan
etos kerja, disiplin, dan produktif.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan
langsung dan/atau oleh pejabat/petugas pada penyelenggara
pelayanan publik yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara
fungsional, maupun oleh aparat pengawasan fungsional. Peja
petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan tersebut
ditetapkan dan dicantumkan dalam standar pelayanan.

j- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Organisasi penyelenggara pelayanan wajib me
pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaa

pengaduan, SMS, portal pengaduan dala
petugas penerima pengaduan. Untuk me

Dalam mekanisme pengadua
nama petugas, nomor telep mail, dan alamat kantor

dilakukan pengaturan apabila
tidak dapat diselesaikan di dalam

asukan masyarakat penting untuk dikelola secara
al sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan
pelayanan ke depan. Untuk itu penyelenggara harus
ediakan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat
an menunjuk petugas untuk mengelola dan menindaklanjuti
secara tepat. Perlu dikenali faktor-faktor penyebab timbulnya
pengaduan/keluhan masyarakat, antara lain lemahnya komunikasi,
kurang terbukanya informasi, lemahnya sistem pencatatan dan
dokumentasi, pelayanan yang kurang memberikan kemudahan bagi
kepentingan atau kebutuhan masyarakat, kurang konsisten petugas
dalam menjalankan tugas pekerjaan pelayanan dengan penerapan
standar pelayanan dan lainnya.
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Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tata cara
penanganan atau SOP-nya disiapkan sarana pengaduan yang
mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti kotak pengaduan, tunjuk
petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan SMS Gateway
atau e-mail dan perlengkapan lain yang memadai. Nama/judul
model atau bentuk dan tata cara pengelolaan pengaduan tersebut
dicantumkan pada format standar pelayanan.

k. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai kom
jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pemb
uraian tugasnya. Menggambarkan berapa besar j
pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana dan beé

komponen kompetensi pelaksana.
dicantumkan jumlah pelaksan
dukungan kualifikasi dan kom i g memadai sesuai bidang
tugas dan beban kerja didbi an yang bersangkutan.

l. Jaminan Pelaya
Jaminan pelay

instansi penyelenggaran pelayanan
anajemen yang ada untuk memberikan

buat tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam
yelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan. Cantumkan
nama/judul tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam
format standar pelayanan dan secara nyata juga harus dilaksanakan.

m. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan
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ketepatan penerapan standar pelayanan yang sudah disusun
dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi,
sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Upaya
evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodik dan
berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan
mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala
yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.

Selanjutnya, dilakukan tindakan perbaikan terutama u
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Seb sil
analisis dan penyusun terhadap masing-masing kompon

bertugas menyelenggarakan pelayanan
layanan dan jika terdapat komponen stan an yang sama,

dan dicantumkan
dalam format standar pelaya ikian pula apabila terdapat
komponen yang tidak ada.da arena kebijakannya tidak
memberlakukan, misalny ya/tarif, maka cukup dibuat
dengan komponen ti

Hasil kegia
pengelolaan

ikasi kapasitas dan karakteristik
hal yang terkait dengan komponen
sing-masing jenis pelayanan dapat dibuat
ada tabel berikut.

Tabel 4.9.
andar pelayanan publik komponen service delivery

M Komponen Hasil identifikasi
A ‘[ rsy . ...diisi hasil identifikasi
k" tem, mekanisme dan prosedur. ...diisi_hasil identifikasi
Jangka waktu pelayanan. ...diisi hasil identifikasi
4. |Biaya/tarif. ...diisi hasil identifikasi
5. | Produk pelayanan. ...diisi hasil identifikasi
6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan. |...diisi hasil identifikasi
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Tabel 4.10.
Rancangan standar pelayanan publik komponen manufacturing

No. Komponen Hasil identifikasi
1. | Dasar hukum

2. |Sarana prasarana/fasilitas

3. | Kompetensi pelaksana

4. | Pengawasan internal

5. |Jumlah pelaksana

6. |Jaminan pelayanan

7. |Jaminan keamanan dan keselamatan kerja

8. | Evaluasi kinerja pelayanan

n. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelay.

Jaminan keamanan dan keselamatan
bentuk komitmen untuk memberikan ke i an, bebas
dari bahaya dan risiko keragu-raguan.
komitmen tersebut, cara yang s
pelayanan, yaitu perlu upaya enciptakan suatu kebijakan,
ketentuan (aturan main) at program kegiatan yang
berorientasi untuk menj dan keselamatan dalam

dan administratif komponen standar pelayanan. Di
samping itu, p tandar teknis” untuk memberikan
jaminan ke keselamatan atas penyelenggaraan
pelayana

4. Pembahas ar Pelayanan Publik

P mb an standar pelayanan melibatkan masyarakat dan
pihak te an penyelenggaraan pelayanan. Penentuan wakil dari
ara upun pihak terkait dapat dipilih dengan kriteria sebagai
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Kriteria masyarakat yang dipilih
dalam penyusunan SPP
e Mewakili unsur masyarakat
e Mewakili kelompok masyarakat
e Mewakili kompetensi/keahlian
e  Memiliki kepedulian
e Mengedepankan masyarakat

Gambar 4.8. Kriteria masyarakat yang dipilih dalam pe

unsur masyarakat sesuai keterkaitan

b. Harus dapat mewakili baik dari kelo

c. Memiliki kepedulian terhad yang bersangkutan
dalam arti bahwa yang tan pernah mendengar,
mengetahui atau me pelayanan

d. pengetahuan sesuai dengan

jenis pelayana
e. Dapatmeng
dan pengam

warah, mufakat dalam pembahasan
san dan kriteria lainnya sesuai kondisi
ebutuhan karakteristik pada instansi/unit
rsangkutan.
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[ Tugas Tim SPP

MMengidentifikasi kapasitas dan karakteristik

Menyusun rancangan SPP

rMembahas rancangan SPP bersama masyarakat

]
]
]
]

Mempublikasikan rancangan SPP

Mempublikasikan maklumat pelayana

—_— Y )

Gambar 4.9. Tugas tim SPP

a. Mengidentifikasi kapasitas dan karakteri

c. Membahas rancangan sta ersama dengan
unsur perwakilan masyar ihak terkait.
d. Mempublikasikan ra r pelayanan yang telah

rancangan stan a terdapat masukan dari publik)
disiapkan u ditetapkan oleh penyelenggara.
Menyiapka klumat pelayanan untuk ditetapkan

aklumat pelayanan.
ekanisme monitoring dan evaluasi penerapan

ara. Seperti telah dicantumkan di dalam tips di atas, ruang-
egosiasi memungkinkan dilakukan oleh masyarakat pada 9
ilan) komponen, vyaitu:

jangka waktu penyelesaian;
biaya/tarif;

sarana prasarana dan/atau fasilitas;
kompetensi pelaksana;

penanganan pengaduan;

ILERS U -
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f.  jumlah pelaksana;

g. jaminan pelayanan;

h. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
i. evaluasi kinerja pelaksana.

Langkah-langkah pembahasan standar pelayanan yang perlu dilakukan
yaitu sebagai berikut.

Langkah-Langkah Persiapan membentuk
Pembahasan SPP forum pembahasan

Metode pembahasan
rancangan SPP

Gambar 4.10. La embahasan SPP

pembahasan, antara lain didahului
dengan pene rta dari unsur masyarakat dan pihak
i ikutsertakan dalam forum pembahasan
r pelayanan. Penunjukan atau seleksinya
pihak penyelenggara.

calon anggota forum pembahasan rancangan
elayanan dari unsur masyarakat dan pihak terkait.
k tertibnya perlu diseleksi dengan kriteria yang ditentukan
uai kebutuhan dan kondisi yang ada.

enentuan jumlah peserta forum pembahasan standar pelayanan
dari unsur masyarakat dan pihak terkait, sesuai kebutuhan
keterwakilan dan keterkaitan dengan jenis pelayanan yang akan
dibahas standar pelayanannya, atau sebaiknya jumlah tidak
lebih dari 5 (lima) orang. Kemudian dari peserta perwakilan
unsur masyarakat digabung dengan tim penyusun rancangan
standar pelayanan, bersama-sama untuk melakukan pembahasan
rancangan standar pelayanan.
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d. Proses pembahasan rancangan standar pelayanan harus
dilakukan sampai diperoleh kesepakatan antara penyelenggara
layanan dengan pihak terkait yang terlibat dalam diskusi
pembahasan. Namun, dengan pertimbangan untuk mempercepat
proses penyusunan standar pelayanan agar disepakati batasan
periode pembahasan diupayakan paling banyak 3 (tiga) kali
untuk kemudian diambil kesepakatan melalui musyawar,
dan mufakat.

e. Hasil pembahasan rancangan standar pelayanan har
atau dituangkan dalam berita acara penyusuna
pelayanan, dengan dilampiri daftar peserta rapg

dilakukan dengan menggunakan sala

1) Rapat bersama
Forum pertemuan yang
diskusikan atau meng
pelayanan.

2) Focus group di
Metode ini di

membahas, men-
umusan rancangan standar

ntuk melakukan pembahasan
rhadap materi rancangan standar

Waktu Pelayanan N
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Biaya/ Tarif .

Produk N

Pengelolaan Pengaduan N

(*)  Unsur-unsur dalam Standar Pelayanan dapat dikembangkan sesuai denga
jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar

C. Penetapan Standar Pelayanan Pub

Rancangan standar pelayanan vy lah di an melalui proses
pembahasan dengan masyarakat udi isiapkan untuk ditetapkan
oleh penyelenggara menjadi stahdar, p dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

1. Tim standar pelayan n konsep surat keputusan pimpinan
penyelenggara t standar pelayanan dan dilampirkan
yang telah diperbaiki.

eluruh peserta pembahasan rancangan standar pelayanan harus
menandatangani berita acara pembahasan SP sebagai bukti bahwa
proses pembahasan telah melibatkan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya standar pelayanan menjadi suatu acuan bagi
para pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan
pelayanan. Selain itu standar pelayanan yang telah disusun dan
ditetapkan oleh unit pelayanan publik harus dipublikasikan kepada
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masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga
semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai
gambaran jelas mengenai bagaimana keadaan pelayanan di tempat
tersebut, tentang mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya dan
berbagai hal lain yang disediakan oleh unit pelayanan publik. Dengan
dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui baik
buruknya pelayanan yang diberikan dan apabila pelayanan tidak sesuali
dengan standar pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak
protes atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangk
kepada unit pengawasan maupun melalui layanan penga
disediakan unit tersebut.

ik
g

Proses penetapan dan maklumat standar pelaya ah
sebagai berikut.

Penguatan atas

Publikasi
rancangan standar Penetapan
pelayanan dan maklumat
maklumat pelayanan.
pelayanan
enetapan dan
maklumat
standar
pelayanan
publik
Ga 4.11. Proses penetapan SPP dan maklumat pelayanan publik

likasi Rancangan Standar Pelayanan dan Maklumat
elayanan

Rancangan standar pelayanan yang telah dibahas wajib dipublikasikan
oleh penyelenggara kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari sejak
ditandatangani berita acara pembahasan standar pelayanan untuk
mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat. Masyarakat
atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan terhadap

Bab IV: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik 81



rancangan standar pelayanan secara tertulis yang disampaikan kepada
penyelenggara. Penyampaian tanggapan atau masukan diterima oleh
penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sejak dipublikasikan.
Penyelenggara wajib memperbaiki rancangan standar pelayanan
berdasarkan tanggapan atau masukan dengan melakukan pembahasan
dan pertimbangan secara internal, apabila tanggapan atau masukan
masyarakat tersebut dapat diterima sebagai perbaikan rancangan standar
pelayanan. Apabila tidak dapat digunakan untuk memperbaiki sta
pelayanan, maka tanggapan atau masukan tersebut ditolak.
rancangan standar pelayanan ini paling lama 14 (empat
sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan g
atau pihak terkait.

Rancangan standar pelayanan yang tela
disiapkan untuk ditetapkan oleh penyelenggara jadi sta pelayanan
dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Tim standar pelayanan menyiapkan ko
penyelenggara tentang
dilampirkan rancangan st

utusan pimpinan
pan standar pelayanan dan
nan yang telah diperbaiki.
iparaf oleh seluruh anggota
itandatangani oleh pimpinan

penyelenggara
Pimpinan
konsep

ang berwenang menandatangani
g standar pelayanan adalah kepala unit
ngkutan atau pejabat yang berwenang dan
terhadap penyelenggaraan jenis pelayanan

pan standar pelayanan adalah sebagai berikut.

elayanan pada unit pelayanan puskesmas ditandatangani

kepala puskesmas.

andar pelayanan pada jenis pelayanan uji kendaraan bermotor

ditandatangani oleh kepala dinas perhubungan, komunikasi,

dan Informatika.

Standar pelayanan pada unit pelayanan puskesmas ditandatangani

oleh kepala puskesmas.

d. Standar pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) ditandatangani oleh Kepala Unit PTSP.

e. Standar pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak ditandatangani
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
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f. Standar pelayanan pada jenis pelayanan perhubungan darat
untuk izin trayek bus antarkota antarprovinsi ditandatangani
oleh Dirjen Perhubungan Darat.

g. Standar pelayanan jenis pelayanan pertanahan dengan luas
tanah tertentu ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan
Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai ketentuan yang
berlaku.

2. Penguatan atas penetapan standar pelayanan

Standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pen
selanjutnya dapat dikuatkan melalui pengesahan oleh pejaba
yang bertanggung jawab dalam lingkup pembinaannya.
standar pelayanan dapat berupa keputusan pembina
kepala unit/satuan kerja instansi atau dalam bent
pada dokumen standar pelayanan.

3. Penetapan maklumat pelayanan

Sebelum menerapkan standar p an, penyelenggara diwajibkan
untuk menyusun dan menetapkan m at pelayanan. Maklumat
pelayanan merupakan pernyataan| kesang n dan kewajiban penye-
lenggara untuk melaksana n sesuai dengan standar
pelayanan. Untuk men dar penyelenggaraan, pelayanan
publik wajib menet pelayanan. Maklumat pelayanan
an dan kewajiban penyelenggara untuk

ana tercantum dalam peraturan yang berlaku.
dimuat dalam maklumat pelayanan adalah sebagai

nyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan

sesuai dengan standar pelayanan.

Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban

dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau mem-

berikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak

sesuai standar.

d. Maklumat pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan
secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat melalui
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berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah standar pelayanan ditetapkan.

MAKLUMAT PELAYANAN
"Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
.............. menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan
apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

...(Lokasi)...... , ..(dd/mm/yy)......

.......... (Pimpinan) ........
(NAMA LENGKAP) O

Gambar 4.12. Format maklumat pelayanan publik

yatakan sanggup

nan sesuai standar

n yang telah ditetapkan

idak menepati janji, I
iap menerima sanksi sesuai dengan
ng-undangan yang berlaku I

umat Pelayanan |

Depak, Maret 2020
Kepala BFSDM Hukumn dan HAM
——

Br. Asep Kumia, 5.H., M
Wasg'l'l‘?imlm'l

. Maklumat pelayanan BPSDM kementerian
hukum dan HAM publik

asan dan Penyajian Standar Pelayanan Publik

il analisis komponen-komponen standar pelayanan dituangkan
m satu format standar pelayanan sebagaimana format standar
pelayanan. Informasi yang dimuat dalam format standar pelayanan
adalah informasi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
dan yang dapat diukur.
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Tabel 4.12.
Lembar kerja format standar pelayanan

Nama Unit Pelayanan D et
Jenis Pelayanan @ ..,

No. Komponen

1 |Dasar Hukum

2 | Persyaratan

3 | Sistem, mekanisme, dan prosedur
4 |Jangka waktu penyelesaian

5 | Biaya/tarif

6 |Produk Pelayanan

7 |Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
8 | Kompetensi pelaksana

9 |Pengawasan internal

10 |Penanganan pengaduan

11 [Jumlah Pelaksana

12 |Jaminan Pelayanan

13 |Jaminan Keamanan

14 | Evaluasi Kinerja

15 [ *)evenenene

pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan terhadap
rancangan standar pelayanan secara tertulis yang disampaikan kepada
penyelenggara. Penyampaian tanggapan atau masukan diterima oleh
penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sejak dipublikasikan penyelenggara
wajib memperbaiki rancangan standar pelayanan berdasarkan tanggapan
atau masukan dengan melakukan pembahasan dan pertimbangan secara
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internal apabila tanggapan atau masukan masyarakat tersebut dapat
diterima sebagai perbaikan rancangan standar pelayanan. Apabila tidak
dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan maka tanggapan
atau masukan tersebut ditolak. Perbaikan rancangan standar pelayanan
ini paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan
tanggapan atau masukan dari masyarakat atau pihak terkait.

6. Penguatan Atas Penetapan Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh peny
selanjutnya dapat dikuatkan melalui pengesahan oleh pejabat
yang bertanggung jawab dalam lingkup pembinaannya. Be

standar pelayanan dapat berupa keputusan pembina @

kepala unit/satuan kerja instansi atau dalam bentu
pada dokumen standar pelayanan.

Standar pelayanan yang suda tersebut, selanjutnya siap
kutan. Proses penerapan

an pernyataan kesanggupan dan kewajiban
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

egrasi standar pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan
yanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan. Integrasi
ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan standar
pelayanan diakomodasi melalui program dan anggaran, menjadi acuan
kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, acuan pemantauan
dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan dan menjadi umpan balik
dalam tahap perencanaan program dan anggaran berikutnya.
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Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan standar pelayanan
dilakukan internalisasi dan sosialisasi sebagai berikut.

Sosialisasi standar pelayanan
publik

Proses Penerapan Standar
Pelayanan

Internalisasi standar pela
Publik.

Gambar 4.15. Proses penerapan standar pelaya

1. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik

Langkah selanjutnya setelah penyusunan réncana erapan standar
pelayanan adalah sosialisasi yang dilakukan kepada pihak internal dan
eksternal. Hal pertama yang harus dilakukan a mensosialisasikan
standar pelayanan untuk memb ahaman dan persamaan
persepsi di lingkungan unit/sa ra pelayanan, khususnya
semua pelaksana pelayan adari adanya perubahan
dalam cara memberika osialisasi secara eksternal juga
perlu dilakukan kep di luar penyelenggara, misalnya

gsung terkait dengan penyelenggaraan
pihak luar dimaksudkan agar pihak-pihak

antu adalah melalui pemuatan standar pelayanan yang
a erlakukan dalam majalah organisasi. Pengumuman dalam rapat
fo , pada papan pengumuman, surat kabar dan radio/televisi lokal.
oses sosialisasi ini agar didokumentasikan oleh penyelenggara. Hal-
hal yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi standar pelayanan publik,
yaitu sebagai berikut.
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a. Sosialisasi dilakukan kepada pihak internal
Hal pertama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan
standar pelayanan untuk membangun pemahaman dan persamaan
persepsi di lingkungan unit/satuan kerja penyelenggara pelayanan,
khususnya semua pelaksana pelayanan agar menyadari adanya
perubahan dalam cara memberikan pelayanan.

b. Sosialisasi secara eksternal
Perlu dilakukan kepada pihak-pihak di luar penyeleng
misalnya masyarakat pengguna, LSM, media, |
Ombudsman yang secara langsung atau tidak langs
dengan penyelenggaraan pelayanan. Sosialisasi
luar dimaksudkan agar pihak-pihak tersebut j
informasi yang sejelas-jelasnya.

c. Proses sosialisasi dapat dilakukan
fungsi-fungsi humas, media massa,/dan fordm warga yang
memiliki kepentingan yang sama sesuai jangkauan pelayanan.
Instrumen sosialisasi yang t me adalah melalui
pemuatan standar pelay akan diberlakukan dalam
majalah organisasi, peng lam rapat formal. pada
papan pengumuma
sosialisasi ini a i ikan oleh penyelenggara.

an standar pelayanan baru yang harus dipahami, dipatuhi,
apkan oleh setiap pelaksana.

alam proses penerapan standar pelayanan yang baru, penyelenggara
nyusun dan melaksanakan rencana aksi yang mencakup kegiatan
sebagai berikut.
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s wnN e

dan prosedur.

Pelatihan bagi pelaksana.

Pengangkatan, pengisian, penyesuaian pelaksana.
Pengadaan dan penataan sarana dan prasarana.
Penyesuaian surat keputusan atau peraturan, misalnya terkait biaya

Penyesuaian tugas pelaksana.
6. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Tabel 4.13. Contoh format rencana aksi

Unit Pelayanan:

RENCANA

NO. KEGIATAN

RENCANA WAKTU PELAKSAN

JAN

FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL

1. |Pelatihan bagi
pelaksana.

2. | Pengangkatan,
pengisian,
penyesuaian
pelaksana.
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E. Contoh Standar Pelayanan Publik

1. Standar pelayanan publik bidang kependudukan

STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN 2020
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ksatrian 36, Wonosari, Gunungkidul 55813
Telepon (0274) 391287, Faksimile (0274) 391287

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR :¢4 /KPTS/SP/2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA

Menimbang : a. Bahwa Standar Pelayanan pada DinagKe
Pencatatan Sipil Kabupaten Gun
dengan Keputusan Kepala
Pencatatan Sipil Kabupaten G
Nomor 30/KPTS/SP/2017;

b. bahwa dengan perke regulasi dan

Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil
i a dimaksud dalam

pertimbangan sebagaimana dimaksud
uruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
unungkidul tentang Standar Pelayanan Pada
pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
ungkidul;

ndang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ; .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pend:
Pencatatan Sipil;

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2014 tentang Pedoman Standar Pelayi

Tentang Petunjuk Pelaksa

96 Tahun 2018 tentang Tata cara
Pendaftaran Pendud

9. Peraturan D
Tahun 2019 bahan Peraturan Daerah
Kabupa r 07 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Kabupaten
G

: layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

S Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam

gmpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

: Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
adalah :

. Penerbitan Biodata Penduduk;

1
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
4

. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

92 Penyusunan Standar Pelayanan Publik



KETIGA

KETIGA

: Dengan berlakunya

5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;

6. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal ;

7. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

8. Penerbitan Lahir Mati;

9. Penerbitan Akta Perkawinan;
10, Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
12. Peneribitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
13. Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
14, Pencatatan Pengangkatan Anak;
15. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan
16. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pe:
17. Pencatatan Perubahan Nama;
18. Pencatatan Perubahan Status Kewarne,
19. Pencatatan Peristiwa Penting Lainn
20. Pencatatan Pembetulan Akta Pen
21. Pencatatan Pembatalan Akta Pen
22. Legalisasi Dokumen Kependudukan?

ini maka Keputusan Kepala
tatan Sipil Kabupaten
17 dicabut dan dinyatakan

Dinas Kependud:
Gunungkidul N
tidak berlaku.

: Keputu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 7~ 2 ~ 2020
’KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL

AR TEN GUNUNGKIDUL

B o)
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 09
JKPTS/2019 .

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

1. PENERBITAN BIODATA PENDUDUK

NO | KOMPONEN

URAIAN ]

1. | Persyaratan
Pelayanan

Pencatatan Biodata Penduduk yang belum memiliki

NIK :

a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;

b. Surat Pengantar dari RT dan RW;

¢. Dokumen atau bukti peristiwa kependud;
peristiwa penting; dan atau

d. Bukti pendidikan terakhir.

Pencatatan Perubahan biodata pcndudu -

a. Formulir permohonan yang te 5
dan

b. Dokumen atau bukti peruba

2, | Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

a.

Penduduk mengisi dan me
bicdata serta menyerahkan persye
Petugas pelayanan melakukan ve ifikasi dan validasi
terhadap  form a endu

3. | Jangka waktu
pelayanan

Biaya/tarif

. Media internet

a langsung atau tatap muka oleh bidang yang
menangani pelayanan;
Media telepon ke nomor (0274) 391287; atau

- Pengaduan ditujukan melalui e-mail Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul yaitu
du ilagunungkidulkab.go.id
Website : www.dukcapil gunungkidulkab.go.id
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Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di

internal organisasi (manufacturing), meliputi :

NO | KOMPONEN URAIAN

Administrasi Kependudukan;

Persyaratan dan Tata cara Penda
dan Pencatatan Sipil;
d. Peraturan Menteri Dalam Neg
2‘019 Tentang Petunj

Persyaratan dan Tata
dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Daerah Kab

g 2019;

tentang Penyelenggaraan
Kependudukan.

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah  dengan  Undang-undang  Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

¢. Peraturan Presiden Nomor 96 Ta.hu

Kabupatim Gunungkidul
diubah dengan Peraturan

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
ungkidul Nomor 10 Tahun 2014 tentang
juk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Ka‘bupam Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013

Administrasi

a. Ruang pelayanan;dan

b. Perangkat komputer dengan aplikasi SIAK.

undangan yang mengatur
administrasi kependudukan; dan

a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk

Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan

27 (dua puluh tujuh) orang
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6. |Jaminan a. Adanya Kode Etik bagi petugas pelayanan;
Pelayanan b. Motto atau slogan “IKHLAS";
c. Budaya kerja “APIK";
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses
pelayanan; dan
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian
biaya.
7 Jaminan a. Pemberian alat pemadam kebakaran;
keamanan dan b. Jaminan kerahasiaan data penduduk; dan
keselamatan c. Dokumen dijamin keabsahannya.
pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja a. Rapat koordinasi internal terkait
Pelayanan pelayanan; dan
b. Survey kepuasan pelanggan dengan

rutin dan berkelanjutan setiap 6
sebagai upaya perbaikan dan

2. PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

Komponen Standar Pelayanan yang
pelayanan (service delivery) meliputi:

NO | KOMPONEN
1. | Persyaratan
Pelayanan

. Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan

. Petikan

; duduk :

yang telah diisi lengkap;

gi penduduk Orang Asing;

cta Nikah / Perkawinan atau Kutipan
gian atau yang disebut dengan nama

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
| kebenaran data perkawinan atau
Ceraian yang belum dicatatkan sebelum
‘eraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tetapi
status hubungan dalam KK sebagai Suami Isteri;

Pindah Datang;

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
dan atau

Keputusan Presiden tentang
Pewarganegaraan dan Berita Acara pengucapan
Sumpah atau pernyataan janji setia bagi
Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan
asing atau Petikan Keputusan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum tentang Perubahan Status
Kewarganegaraan.

96
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2. Penerbitan KK karena perubahan data :
a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
b. KK lama; dan
c. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa
kependudukan /peristiwa penting.

3. Penerbitan KK karena hilang atau rusak
a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
b. KK yang rusak atau Surat Keterangan kehilangan
dari kepolisian; dan
c. KTP-el dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

Jangka
pelayanan

a. Penduduk mengisi dan menandatangani f

b. Petugas Pelayanan melakukan v

biodata serta menyerahkan perayaratan,

terhadap formulir dan persyaratan;
c. Petugas melakukan perekaman
data kependudukan;
d. Kepala Dinas Dukcapil
menandatangani KK; dan
e. Petugas menyerahkan KK ki

Maksimal 14 (empat be

Biaya/tarif

trati.f berupa denda

zsung atau tatap muka oleh bidang yang
ipelayanan;
a telepon ke nomor (0274) 391287; atau
Media internet
- Pengaduan ditujukan melalui e-mail Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul yaitu :
dukecapi nungkidulkab.go.id
Website : www.dukcapil. gunungkidulkab.go.id
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Komponen StandarPelayanan yang terkaitdengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi :

NO | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentan
Administrasi Kependudukan;

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Pend
dan Pencatatan Sipil;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom
2019 Tentang Petunjuk :

Presiden Nomor 96 T‘ahun 2018

ngkidul Nomor 19 Tahun
Atas Peraturan Bupati
Tahun 2014 tentang
aturan Daerah Kabupaten
4 Tahun 2013 tentang

. ¥ampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK;

. Menguasai aturan tentang perturan perundang-
undangan yang  mengatur  penyelenggaraan
administrasi kependudukan; dan

. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;

Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

27 (dua puluh tujuh) orang
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Adanya Kode Etik bagi petugas pelayanan;

Motto atau slogan “IKHLAS”;

Budaya kerja “APIK”";

Jaminan kepaatmn waktu penyelesaian proses
pelayanan; dan

Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian
biaya.

Pelayanan

poop

7. |Jaminan a. Pemberian alat pemadam kebakaran;
keamanan dan | b. Jaminan kerahasiaan data penduduk; dan
keselamatan c. Dokumen dijamin keabsahannya.

pelayanan

8. | Evaluasi a.
Kinerja
Pelayanan b.

(service delivery) meliputi:

NO | KOMPONEN
1. PersyaratanP | 1. - : ; :
elayanan . m an yang telah diisi lengkap;

okumen pc:;alanan bagi penduduk Orang Asing.

erbitan KTP-EL karena perubahan data, hilang

rusak :

. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;

b. KTP-EL yang lama atau Surat Keterangan
kehilangan dari kepolisian; dan

c. Kartu Keluarga.

3. Penerbitan KTP-EL karena perpanjangan bagi
penduduk Orang Asing :
a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
b. Kartu Keluarga;
c¢. KTP-EL lama; dan
d. Dokumen perjalanan dan izin tinggal tetap.
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2, Sistem, a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir

mekanisme, serta menyerahkan persyaratan;

dan prosedur b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir dan persyaratan;

c. Petugas melakukan perekaman data dalam basis
data kependudukan;

d. Petugas melakukan perekaman biometric apabila
belum pernah melakukan perekaman Kartu Tanda

Penduduk Elektronik;
e. Petugas mencetak Kartu Tanda Penduduk
Elektronik; dan )
f. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dise
kepada Penduduk.
3. Jangka Maksimal 14 (empat belas) hari
waktu
pelayanan

4. Biaya/tarif a. Mak dipungut blayafGrat:s. atau

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
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d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

g Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19
2016 tentang Perubahan Atas Pera
Gunungkidul Nomor 10 Tahun
Petunjuk  Pelaksanaan  Pera

Kependudukan.
Sarana dan a. Ruang pelayanan; dan
Prasarana, dan | b. Seperangkat komputer d
/atau fasilitas
Kompetensi a.

Pelaksana

. Jaminan kepasuan waktu penyelesaian proses
pelayanan; dan

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian

biaya.

Pemberian alat pemadam kebakaran;
Jaminan kerahasiaan data penduduk; dan
Dokumen dijamin keabsahannya.

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan
pelayanan; dan

b. Survey kepuasan pelanggan dengan IKM secara
rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali,
sebagai upaya perbaikan dan peningkatan
pelayanan.
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2. Standar pelayanan publik koperasi, usaha kecil dan menengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Mo. 5 Telp (0561) 732771, Fax (0561) 7326800
PONTIANAK
Kode Pos 781
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 322 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang @ a. bahwa dalam rangka mewujudkan pen publik
sesual dengan asas penyelenggaraan baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajil yang terkait

pelayanan publik

wajib menetapkan Standar Pelayana
b. bahwa berdasarkan pertimbangan)sebaga dalam huruf a,
perly menetapkan Ke " ala
Menengah Provinsi Kalima
Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 1 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom P 4 anta arat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timup - = Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 56, Tambahan Leml a Republik Indonesla Nomor 1106);

afiun 2009 tentang Pelayanan Publik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
donesia Nomaor 5038);
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipll Negara
R Indonesia Tahun 2014 Momor 6, Tambahan
ublik Indonesia Nomor 5494);
] 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
! a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
agara Republik Indonesia Momor 5587) sebagalmana telah
erapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
tang Perubahan Kedua Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014
g Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
2015 MNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
or 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

7. Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
Nomaor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

9. Peraturan Gubemur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksa
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kali
Tahun 2016 Nomor 92);

10. Peraturan Gubermur Kalimantan Barat Momor 110 Tahun 201
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fu
Dinas Koperasi, Usaha Kedl dan Menengah Provin
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Publik pada Dinas x
Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana te
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ke
Standar Pelayanan Publik pada Dina
Provinsi Kalimantan Barat meliput
1. Konsultasi;

dan UKM.

pelayanan oleh Kepala penyelenggara, aparat pengawas
ghyelenggaraan pelayanan publik.
erkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
erah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
lantan Barat.
ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
o ian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan
akan perbaikan seperiunya.
Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 26 Agustus 2019

| Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat,

L

Pembina Utama Madya
NIP. 19690525 199010 1 001
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 322 TAHUN 2019
TANGGAL  : 26 AGUSTUS 2019
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Standar Pelayanan
Konsultasi

Unsur

Dasar Hukum

Keterbukaan Informasi Publik;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahugp
Pelayanan Publik;
3) Peraturan Daerah Provinsi
8 Tahun 2015 tentang Pe

Publik;
4) Peraturan Daerah Py Nomor
8 Tahun 2016 te

ur Kalimantan Barat Nomor 110
ng tentang Kedudukan, Susunan
dan Fungsi serta Tata Kerja
, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Barat, (Berita Daerah Provinsi
mantan Barat Tahun 2016 Nomor 110).

Membawa Dokumen/ berkas vang ingin

Menggunakan  tanda  pengenalf  membawa
identitas; atau
datang langsung.

pelayanan/ Bagian
Umum dan

Bagian/ Bidang Teknis
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

1.a. Tamuy/ Pengunjung/ Fihak yang ingin berkonsultasi
datang langsung kepada petugas informasi |

104

Penyusunan Standar Pelayanan Publik




Uraian

pelayanan di ruang Bagian Umum dan Aparatur
untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta hal
yang akan dikonsultasikan.

1.b. Tamu/ Pengunjung/ Pihak yang ingin berkonsultasi
dapat datang langsung kepada Bagian yang ingin
dikunjungi apabila pernah melakukan konsultasi
sebelumnya atau telah mengetahui ke Bagia

informasi/ mengantarkan Tamu/ Peng
Pihak yang ingin berkonsultasi sesuai

yang akan dikonsultasikan kepada Ba
terlcait.

4 |Jangka Waktu Penyelesaian /

Waktu Pelayanan
5 | Biaya/ Tarif
6 | Produk

Itasi terlcait perumusan kebljakan dibidang
i, usaha kecil dan menengah;

Itasi terkait pelaksanaan kebijakan dibidang
koperasi, usaha kecil dan menengah;
Konsultasi  terkait pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan dibidang koperasi, usaha kecil dan
menengah; dan
« FKonsultasl terkait pelaksanaan  administrasi

dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

&

: 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
melalui ;
« Datang langsung
» Kotak saran
» Surat; dengan ditujukan kepada :
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalbar,

JI. Sutan Syahrir No. 5, Pontianak
Telepon : (+62561) 732771
Faks. : (+62561) 732690
2. Pemgaspﬂ'-em'-afneng&ola pengaduan :

» Kasubbag Umum dan Aparatur

+ Lokasi : Ruang Bagian Umum dan Aparatur
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalbar
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Unsur

3. Alur Pengaduan :

Petugas pengelola
pengaduan/

m Kasubbag Umum
l / dan Aparatur

Bagian/ Bidang Teknis
Koperasi, Usaha Kecil dan

hak yang menyampaikan aduan.
pengaduan/ Kasubbag Umum
(UKM wyang tidak menguasaif
entang permasalah yang diadukan,
disampaikan kepada bagian/
terkait dengan permasalah yang

an/ Bidang Teknis Koperasi dan UEM
memberikan jawaban/ tanggapan kepada Tamu/
Pengunjung/  Pihak  yang  menyampaikan

Ruang tunggu
Ruang pelayanan berpendingin udara dan kursi
tamu

Ruang Sholat serta Mushalla

Ruang Laktasif Ibu Menyusui

Toilet

Telepon

Wi-Fi

Minuman dan makanan ringan (kendisional)
Komputer dan printer

Seperangkat alat tulis

. " 8w

@ & @ @ @ & @ @

s 12 (dua belas) orang

: = Mengetahui tentang bidang masing-masing sesuai
tupoksi.

+ Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan
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No. Unsur Uraian
wtababagait | peraturan perundang-undangan yang
» Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan
santun,

11 | Pengawasan Internal : » Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh
Kepala Bidang, Kepala Subbag dan Kepala Seksi
masing-masing.

» Supervisi atasan langsung.

12 | Jaminan Pelayanan : + Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan.

+ Apabila terjadi pelanggaran terhadap
pelayanan  yang dilakukan oleh z
pelayanan maka akan diberikan sanksi,
dari teguran lisan, teguran tertulis dag

13 | Jaminan Keamanan dan | :
Keselamatan Pelayanan

14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana 3

standar pelayanan ini
untuk perbaikan, menjaga
n kinerja pelayanan dan kualitas

&

Bab IV: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik 107






BAB V

EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

o’

Penyelenggaraan pelaya ai saat ini ternyata belum
memenuhi harapan ma ai upaya perbaikan terhadap
penyelenggaraan pel elah dilakukan oleh pemerintah,

m 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan
uasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi

or 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik.

Evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan publik adalah komponen
nomor 14 di dalam standar pelayanan. Kegiatan evaluasi kinerja pelaksana
merupakan bagian dari proses pengawasan internal penyelenggaraan
pelayanan publik. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
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Standar Pelayanan yang mendefinisikan evaluasi kinerja pelaksana sebagai
penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan standar pelayanan. Kegiatan evaluasi kinerja bertujuan untuk
melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan penerapan standar
pelayanan yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien
dan efektif. Upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara
periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkemba

dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambata
yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelay
jauh, Permen PANRB di atas mengatur bahwa hasil e
harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan. Secarz
perbaikan ditujukan untuk menjaga dan meningkat

Pada prinsipnya proses pemantauan da i ini dilakukan
untuk melakukan evaluasi kinerja I dasar perbaikan
berkelanjutan. Dalam proses pe au ilakukan penilaian apakah
standar pelayanan yang sud u at dilaksanakan dengan
baik, apa yang menjadi f berhasilan dan apa yang
menjadi faktor pengha e yang dapat dipergunakan antara
lain analisis dokume cara, dan observasi. Survei dapat
metode Survei Kepuasan Masyarakat

oleh, serta hasil dari survei kepuasan masyarakat.
angka optimalisasi pelayanan, penyelenggara wajib melakukan
asi penerapan standar pelayanan secara berkala setiap 1 (satu)
un. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan,
penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous
improvement). Evaluasi terhadap standar pelayanan dilakukan, baik
terhadap komponen standar pelayanan maupun proses penerapannya.
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Dari Sisi Substansi

SPP

Dari Sisi Proses Penerapan

Evaluasi terhadap

Gambar 5.1. Evaluasi pelaksanaan SPP

1. Dari sisi substansi, evaluasi dapat dilakukan mel
2. Dari sisi proses penerapan, pertanyaan-per
diajukan dalam melakukan evaluasi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan i yang dilakukan,

kualitas pelayanan publik/inovasi jutan (continuous
improvement). Standar pelayanan disusun perlu dilakukan
perbaikan secara berkelanjut i emantauan dan evaluasi

i pelayanan publik. Keberhasilan
dar pelayanan di lingkungan organisasi

lenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara
ar pelayanan apabila terdapat adanya perubahan
Yalam pelayanan, penerapan teknologi informasi,
perubahan lainnya.

wajib
kebija
bishis p

sep Evaluasi Pelaksanaan Standar
elayanan Publik

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan
untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah
standar pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik,
apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi
faktor penghambat.
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Evaluasi standar pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil atau prestasi suatu penerapan standar pelayanan yang telah
ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan/
atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan. Proses
evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang
diperoleh, serta hasil dari survei kepuasan masyarakat. Dalam rangka
optimalisasi pelayanan, penyelenggara wajib melakukan evaluasi penerap
standar pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Berdas
hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara p
dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas
publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improve

gunakan
metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) etentuan
yang berlaku. Evaluasi standar pelayanan a kaian kegiatan
membandingkan hasil atau prestasi suatu pen ndar pelayanan
yang telah ditetapkan. Faktor-fak ng memengaruhi
keberhasilan dan/atau kegagala ngka penerapan standar
pelayanan. Proses evaluasi juga kan pengaduan pelayanan
publik yang diperoleh, serta i i ei kepuasan masyarakat.

Evaluasi terhadap s
komponen standar

nan publik dilakukan baik terhadap
n proses penerapannya.

jauh mana dapat > Mendorong

mendorong peningkatan kinerja
|
Penyempurnaan .
Terhadap SPPyang |——> Mamfﬂt:ars“r;xle;hgataﬂ
baru

ampu menjawab - Mampu bersinergis - Mampu memuaskan
tantangan dengan standar lain masyarakat.

Gambar 5.2. Evaluasi SPP dari sisi substansi

1. Dari sisi substansi, evaluasi dapat dilakukan melalui pertanyaan,
antara lain sebagai berikut.
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a. Sejauh mana standar pelayanan yang diterapkan dapat mendorong
peningkatan kinerja individual, unit kerja, dan organisasi secara
keseluruhan.

b. Sejauh mana standar pelayanan yang diterapkan mampu
dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana.
Hal paling mudah dilihat dari penerapan standar pelayanan
adalah bagaimana standar pelayanan dapat dengan mud
dipahami dan diterapkan secara benar oleh setiap ind

yang tertuang dalam standar pelayanan.

c. Sejauh mana setiap orang yang diberi tugas
pelayanan tertentu sudah mampu melaksa
baik. Pertanyaan ini berkaitan dengan pe
standar pelayanan mudah dipahami,
pula untuk pelaksanaannya. Nam
pendapat ini belum tentu benar kar

hal tertentu
orang memiliki

d. Sejauh mana diperlukan
pelayanan yang telahdi
diperlukan standar p ru. Dari tahapan monitoring
sebenarnya dap an mengenai tahapan mana
t, kurang tepat, atau perlu dibuat

pelayanan yang diterapkan mampu
masalah yang akan dipecahkan melalui
dar pelayanan. Secara khusus standar pelayanan
untuk memecahkan masalah prosedural yang

mana standar pelayanan yang diterapkan mampu
jawab tantangan perubahan lingkungan organisasi, baik
erubahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah
ataupun perubahan dalam kaitan untuk pemenuhan harapan
masyarakat.

Sejauh mana standar pelayanan yang diterapkan dapat berjalan
secara sinergis satu dengan yang lainnya. Dari tahapan
monitoring juga dapat diketahui tahapan prosedur mana yang
tidak berfungsi sehingga mengganggu keseluruhan proses

Bab V: Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik 113



organisasi, atau prosedur mana yang berjalan lambat sehingga
mengganggu prosedur-prosedur lainnya yang bergantung pada
prosedur tersebut.
h. Sejauh manastandar pelayanan yang diterapkan dapat memuaskan
masyarakat berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat.
2. Dari sisi proses penerapan, pertanyaan-pertanyaan yang dapat
diajukan dalam melakukan evaluasi antara lain sebagai berikut

Evaluasi SPP dari

Sisi Proses Sejauh mana dapat

> Penerapa
p =

Penerapan mendorong
NS
Para pelaksana pengurangan
menerima SPPyang | —> penolakan SPP
diterapkan
N
Mekanisme pelatihan
supervisi berjalan > diberika telah ditangani
dengan baik be dengan baik
Gambar 5.3. Eval 3 0ses penerapan
a pan yang telah dilakukan berhasil

pembukaan akses yang luas. Upaya ini akan
tingkat keberhasilan penerapan.

pelayanan yang telah diterapkan. Sikap keengganan
dap penerapan standar pelayanan akan menghambat proses
rganisasi secara keseluruhan. Minimnya pemberitahuan, pelatihan,
dan aksesibilitas terhadap standar pelayanan, cenderung akan
menimbulkan sikap penolakan terhadap standar pelayanan.
Sejauh mana para pelaksana mampu bekerja secara efektif,
mulai dari proses penerapan standar pelayanan sampai pada
proses monitoring. Keberhasilan para pelaksana dapat dilihat
dari keberhasilan penerapan standar pelayanan.
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d. Sejauh mana mekanisme supervisi mampu berjalan dengan
baik. Supervisi memegang peranan penting dalam penerapan
standar pelayanan. Oleh karena itu, mekanisme supervisi yang
baik juga akan mendorong keberhasilan penerapan standar
pelayanan.

e. Sejauh mana pelatihan-pelatihan diberikan kepada para
pelaksana secara benar sehingga mampu memperlancar proses
penerapan. Evaluasi ini sekaligus pula untuk melihat s
mana identifikasi kebutuhan pelatihan secara tepat di n,
bagaimana metode pelatihannya, siapa instruktu ta
evaluasi setelah mengikuti pelatihan.

f.  Sejauh mana risiko akibat perubahan standar
ditangani secara baik. Perubahan stan
tahap awal penerapannya selalu mem
proses pelaksanaan tugas dan fung
itu, perlu pula dilihat sampai sejau
memengaruhi kinerja organi

i. Oleh karena
mpak tersebut
na antisipasinya.

Standar pelayanan yang telah dis erlu dilakukan perbaikan
secara berkelanjutan sesuai il pema an dan evaluasi sebagai
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam
melakukan perbaikan, erhatikan pengaduan masyarakat
serta kemungkinan i pelayanan publik. Keberhasilan
penyusunan dan pela dar pelayanan di lingkungan organisasi

enyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara
ar pelayanan apabila terdapat adanya perubahan

srbaiki dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-
penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik,
yaitu sebagai berikut.
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Tujuan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

= Mengetahui capaian kinerja
» Memberikan saran perbaikan
= Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi

Gambar 5.4. Tujuan evaluasi kinerja pelayanan publik

1. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelay k.

2. Memberikan saran perbaikan untuk pening ayanan
publik melalui pemanfaatan hasil evalua

3. Menjamin kualitas pelaksanaan evalua penyelenggara

, dan pelaporan.

Dalam pedoman evaluasi pe standar pelayanan, untuk
mengukur kualitas pelayanan i gunakan indikator dan

METODOLOGI
1 Dasar Hukum (Perda, |Desk Evaluation,
Pelayanan Permen, SE, SK), Kuesioner,
Standar Operasional Wawancara
Prosedur (SOP) bagi
pelaksana
Pelaksanaan Integrasi, Internalisasi, |Wawancara,
Standar Diseminasi, Diklat Observasi,
Pelayanan Mystery
Shopping (MS)
Kesinambungan | Penurunan keluhan, Wawancara,
perbaikan Perbaikan proses Observasi,
Mystery
shopping (MS)
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No. | INDIKATOR | SUB-INDIKATOR BUKTI METODOLOGI
2 | Maklumat Adanya Dasar Hukum (Perda, |Desk evaluation,
Pelayanan pernyataan Permen), Bukti Kuesioner,
maklumat publikasi (banner, Wawancara
website)
Aplikasi Sesuai janji/hak, Observasi, MS,
pelaksanaan Tingkat keluhan Wawancara
maklumat pengaduan
3 | Hasil Survei Pelaksanaan Surat Tugas, SK,
Kepuasan survei (pernah | Laporan Hasil Survei
Masyarakat dilaksanakan
(SKM) atau tidak.

Secara tahunan
atau periodik)

4 | Pengelolaan Keberadaan Dasar Hukum (Per¢
Pengaduan petugas Permen, SE,

pengelolaan

pengaduan ,

Mekanisme Desk Evaluation,
pengelolaan Wawancara

pengaduan

Penyelesaia

aktualisasi data dan

informasi i asi) penanganan
gaduan

Survei, Observasi

5 | Sistem Dasar Hukum (Perda, |Desk evaluation,
Informasi Permen, SE, SK), Sosial | Kuesioner
Pelayan iSme SIPP | Media (Facebook,
Publik Twitter)

anisme SIPP | SOP, Website Survei,
Observasi,
Wawancara

Akurasi dan Pembaharuan Survei,Observasi

aktualisasi (Updating data dan
informasi informasi
pelayanan

publik

Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan standar pelayanan dilakukan
pada 1 (satu) atau beberapa jenis layanan sekaligus dengan tujuan
untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik, kemudian melakukan perbaikan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
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B. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.

Evaluasi kinerja pelaksana adalah komponen nomor 14 di dalam
standar pelayanan. Kegiatan evaluasi kinerja pelaksana merupakan
bagian dari proses pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan
publik. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 mendefinisikan evaluasi
kinerja pelaksana sebagai penilaian untuk mengetahui seberapa jau
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Kegi
evaluasi kinerja bertujuan untuk melihat kembali tingkat keakuratan

dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara
dan berkesinambungan untuk mengetahui ko
mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui

PermenPANRB Nomor 15 Tahun 201 a hasil evaluasi
kinerja harus ditindaklanjuti denga
tindakan perbaikan ditujukan unt dan meningkatkan kinerja
u pada seluruh komponen
penyelenggaraan pelayanan
pat dilakukan oleh pihak internal

standar pelayanan yang
publik. Evaluasi pelak

uasiolen Pihak | | APIP
Internal
| Ombudsman
Evaluasi oleh Pihak L] DPR & DPRD
Eksternal
L Masyarakat

Gambar 5.5. Evaluasi pelaksanaan SPP

1. Evaluasi Standar Pelayanan oleh Pihak Internal

Kementerian PAN dan RB juga telah menyampaikan Surat Edaran
(SE) Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan
Praktik Pungutan Liar (Pungli). Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
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instansi Pemerintah kepada Menteri/Kepala Lembaga, Panglima TNI,
Kepala Kepolisian Rl, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Nonstruktural, gubernur, dan bupati/wali kota.

Salah satu butir dalam SE Men PANRB tersebut adalah memberikan
tugas baru bagi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) un
mendorong dan memantau langkah-langkah instansi pemerintah d
mencegah dan mendeteksi terjadinya pungutan liar. menin
sinergi inspektorat provinsi/kabupaten/kota untuk melakuk

menetapkan langkah kerja evaluasi. Untuk mela
diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri dala
180/3935/SJ) tentang Pengawasan Pungutan Li
Pemerintahan Daerah juga untuk mengi ifi -area dalam proses
pelayanan publik yang terlalu ber an mengada-ada. Sebagai
acuan untuk melakukan evaluasiya PANRB Nomor 15/2014

yanan adalah komponen standar
pan persyaratan, sistem, mekanisme

anan dan"keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana.

PANRB yang menjadi fokus diproses penyusunan SPP
omponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian
nan. Proses ini menjadi penting dikarenakan pada komponen ini
ak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan
dan komponen standar pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan.
Fokus pertama pada penyampaian pelayanan pada identifikasi persyaratan.
Oleh karena itu, tim evaluator harus dapat menilai kesesuaian persyaratan
yang ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan
pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung
kebutuhan masing-masing jenis pelayanan. Cara yang dapat dilakukan
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dalam mengidentifikasi persyaratan pelayanan adalah dengan melihat
kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian
proses pelayanan rujukan. Dalam proses evaluasi persyaratan pelayanan,
perlu diperhatikan apakah persyaratan itu harus disampaikan di awal,
di akhir atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Berkaitan dengan fokus jangka waktu pelayanan dalam service
delivery, tim evaluator harus memperhatikan baik prosedur y
mengatur hubungan dengan pengguna layanan maupun prosedur
mengatur hubungan antarpetugas. Hasil yang diharapkan dari

pelayanan publik. Informasi biaya ini harus jel
gratis harus jelas tertulis untuk menghinda
kurang baik. Tim evaluator harus
biaya ini pada setiap jenis pel ntuk komponen standar
pelayanan yang terkait denga ternal pelayanan proses
pengembangan dan penyus i hkan pada masing-masing
organisasi penyelenggar

an mengevaluasi

2. Evaluasi Standa oleh Pihak Eksternal

ak eksternal yang diberi kewenangan
enyelenggaraan pelayanan publik oleh UU
Ombudsman RI, DPR/D Provinsi dan Kabupaten/

al 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
mengamanatkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan
publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
Pengawasan internal penyelenggara pelayanan publik dilakukan melalui
pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pengawasan eksternal penyelenggaraan

120 Penyusunan Standar Pelayanan Publik



pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat berupa
laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan pengawasan oleh DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan
kota serta masyarakat.

a. Pengawasan dan Evaluasi oleh Ombudsman
Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombuds
Rl mendeskripsikan Ombudsman sebagai lembaga negara

pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BU)
BHMN serta badan swasta atau perseorangan g diberi
menyelenggarakan pelayanan publik tertent sebagie
seluruh dananya bersumber dari APBN
angka 1). Penyelenggara pelayanan publi
pelayanan publik mencakup juga korpo
kewenangan Ombudsman tela rluas asar pada sektor
swasta pula. Ruang lingkup ga n Ombudsman mulai dari
menerima laporan atas insitrasi penyelenggaraan
pelayanan publik, mel gasi atas prakarsa sendiri
terhadap dugaan rasi, melakukan upaya pencegahan
maladminsitrasi, engaduan jika masyarakat merasa
ternal tidak memberikan keadilan,

dalam pelaksanaan undang-undang pelayanan publik.
aian kepatuhan yang dilakukan dengan obyek unit pelayanan
ng menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada kelompok
masyarakat/perorangan/instansi khusus pada Kementerian. Ombudsman
juga melakukan penilaian kepatuhan kepada Lembaga Pemerintah
Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS).
Suatu terobosan yang patut dihargai dan diapresiasi, walaupun
monitoring kepatuhan baru sebatas melihat pada implementasi
standar pelayanan publik.
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Ke depan Ombudsman perlu memperluas ruang lingkup penilaian
kepatuhan mulai dari penyusunan standar pelayanan, penetapan
standar pelayanan, hingga pada efektivitas dan kualitas pelayanan
serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ombudsman
juga perlu menambah objek penilaiannya ke pemerintah daerah
dan seluruh satuan kerja di bawahnya. Dengan demikian, terjadi
pengawasan terhadap pelanggaran undang-undang pelayanan publik
dari sisi pengawasan dan evaluasi standar pelayanan.

b. Pengawasan dan Evaluasi oleh DPR dan DPRD Pr
dan Kabupaten/Kota
Pengawasan adalah satu di antara tiga fungsi
DPR/D, yaitu penganggaran, legislasi, dan penga

pengawasan DPR dan DPRD. Unda
tentang Pemerintahan Daerah
DPRD terkait pelayanan publi
terhadap pelaksanaan an di daerah termasuk
anggaran, meminta lap ngjawaban kepada daerah
dalam penyelenggar, tahan daerah dan menyerap hingga
menindaklanjuti akat. Sementara Undang-Undang
Nomor 17 Tahun ang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
erah memberikan tugas dan kewenangan
g tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23

s dan kewenangan
elaksanakan pengawasan

standar pelayanan, bersama dengan Ombudsman. Sayangnya
si pengawasan DPR dan DPRD yang paling lemah dibandingkan
iga fungsi lainnya. Hal ini disebabkan sikap dan mentalitas anggota
DPRD yang tidak menganggap penting untuk melakukan pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik, serta belum
menguasai metode dan teknik untuk melakukan evaluasi.
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¢. Pengawasan dan Evaluasi oleh Masyarakat

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publik sudah
cukup sering dilakukan oleh kelompok masyarakat bahkan sebelum
UU Pelayanan Publik lahir. Dapat disebutkan beberapa anggota
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) yang telah melakukannya.
Berbagai alat/instrumen pemantauan telah dikembangkan untuk dapat
mengawasi dan menilai kinerja unit pelayanan secara partisipatif.
Fokus pengawasan juga beragam, misalnya pada isu ku
pelayanan, integritas pelayanan, anti korupsi, dan lain-lain.
undang-undang pelayanan publik menegaskan jaminan
inisiatif masyarakat melakukan monitoring dan eva

erti kesehatan,
ran yang salah
utama berbagai
organisasi warga dan aliansiny; anya adalah meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran it hak pelayanan publik
(seperti hak sipil, politik osial dan budaya, berbagai
kebijakan terkait p , mengembangkan kapasitas
warga dan angg liansi terkait keterampilan untuk
advokasi pelay (mekanisme pengaduan, pengawasan

3). Fokus kegiatan pada isu pelayanan
pendidikan, maupun perencanaan dan

ya mengembangkan instrumen monitoring seperti user based
y, Citizen Report Card (CRC), Community Led Monitoring (CLeM),
audit sosial dan instrumen monitoring lain yang berbasiskan warga
(community monitoring). Organisasi/aliansi warga di empat wilayah uiji
coba melakukan pengawasan pelayanan publik dengan cara bertanya
langsung kepada ibu-ibu hamil setelah memeriksakan kehamilannya ke
bidan, bertanya tentang adanya persoalan pelayanan publik kepada
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tetangga di sekitar tempat tinggalnya, menerima pengaduan tentang
sekolah (beasiswa miskin, sekolah tidak disiplin dengan jam masuk
sekolah, dan lain-lain) atau pengaduan tentang pelayanan Puskesmas/
raskin/jaminan kesehatan, mendampingi warga yang melahirkan atau
bidan yang melakukan pemeriksaan kehamilan ke rumah warga dan
membangun interaksi dengan Puskesmas.

Selain itu, di era komunikasi cyber sekarang ini, pengawa
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berpotensi secara
oleh publik melalui media jejaring sosial di internet. Pe
Facebook, Twitter, petisi Online seperti Change.org, mau
cyber lain yang memungkinkan dikreasi saat ini maup
datang. Tampaknya penting untuk digunakan seba
dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan p

&Q
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BAB VI

STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) DALAM
PELAYANAN PUBLIK Q

O

kepada daerah diarahkan
ejahteraan masyarakat atau
katan pelayanan, pemberdayaan,

Pemberian otonomi yan
untuk mempercepat t
kesejahteraan rakyat
dan peran serta m
dalam lingkung is (globalisasi, daerah diharapkan mampu
engan memperhatikan prinsip demokrasi,
keistimewaan, dan kekhususan serta potensi

ggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya
n melalui penetapan dan penerapan SPM.

jak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
erintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual
sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM
secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan
ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar
yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Namun,
terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis
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pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM,
dan mekanisme penerapan SPM adalah sebagai berikut.

A. Pentingnya Pemahaman SPM

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasa
yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diper
setiap masyarakat secara minimal. SPM ditetapkan dan dite
berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterj
kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

B. Ruang Lingkup SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai j pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerinta yang berhak
diperoleh setiap masyarakat secara minimal. P dasar dimaksud
adalah pelayanan publik untuk me i kebutuhan dasar masyarakat.
Pelayanan dasar dalam standar pelaya inimal merupakan urusan
pemerintahan wajib yang pemerintah daerah, baik
pemerintah provinsi mau aerah. Urusan pemerintahan
wajib berkaitan denga sar yang selanjutnya menjadi jenis
SPM terdiri atas:

pendidikan;

kesehat

pekerjaan an penataan ruang;

p an dan kawasan permukiman;

ket etertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
osi

dan
n w

e wNeR

n dasar SPM pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
ana diuraikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.
endidikan.
a. Pemerintah provinsi:

1) Pendidikan menengah.

2) Pendidikan khusus.
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b. Pemerintah kabupaten/kota:

1) Pendidikan anak usia dini.
2) Pendidikan dasar.
3) Pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan.
a. Pemerintah provinsi:
1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak ki
kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi b
provinsi.
2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi

luar biasa provinsi.

b. Pemerintah kabupaten/kota:
1) Pelayanan kesehatan ibu hamil.
2) Pelayanan kesehatan ibu bersali
3) Pelayanan kesehatan bayi baru
4) Pelayanan kesehatan

3. SPM Pekerjaan Umum dan P
a. Pemerintah Provinsi:

dasar.

korban bencana provinsi.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Pemerintah kabupaten/kota:

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana kabupaten/kota.

2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/

kota.
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5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
a. Pemerintah Provinsi:
1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
b. Pemerintah Kabupaten/Kota:
1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
2) Pelayanan informasi rawan bencana.
3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap benc
4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban benca
5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

6. SPM Sosial.
a. Pemerintah Provinsi:
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disa
dalam panti.
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di d panti.
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti.
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosi ya gelandangan

5) ial pada saat dan setelah

4) ial dasar tuna sosial khususnya gelandangan

2mis di luar panti.

standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-
yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas
ng dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait
dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.
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Besaran dan batas waktu pencapaian SPM ditetapkan oleh masing-
masing kementerian/lembaga yang selanjutnya menjadi salah satu
acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan
penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah
menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan
pencapaian SPM berdasarkan data dasar profil pelayanan dasar yang
tersedia. Selanjutnya, rencana pencapaian SPM dan target tahun
menjadi dasar untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan d
(RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD) dan dokumen pen n
(KUA PPA dan RKA-SKPD).

C. Tujuan dan Manfaat SPM

Tujuan dan manfaat SPM dapat digamb n seb rikut.

gan pelayanan
PM disusun sebagai

mutu pelayanan dasar kepada
at secara merata dalam rangka

Terjaminnya hak masyarakat

Menjadi dasar kebutuhan penganggaran
daerah.

Menentukan perimbangan keuangan dan/atau
bantuan lain yang lebih adil dan transparan.

Menjadi dasar dalam menentukan anggaran
kinerja berbasis manajemen kinerja.

Mendorong terwujudnya checks and balances
yang efektif.

Mendorong transparansi dan partisipasi
masyarakat

Gambar 6.1. Tujuan dan manfaat SPM

Tujuan SPM adalah mengurangi kesenjangan pelayanan dasar
antardaerah. SPM disusun sebagai alat pemerintah daerah untuk
menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara
merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
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Manfaat SPM sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal adalah
sebagai berikut.

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan
dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu.

2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan
untuk menyediakan suatu pelayanan dasar sehingga SPM dapat
menjadi dasar menentukan kebutuhan penganggaran daerah.

3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keua
atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.

4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran ki
manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasa
anggaran daerah dengan tujuan yang lebih ‘ dapat
menjadi alat untuk meningkatkan akuntabili an daerah

n/

terwujudnya checks and
6. Mendorong transparansi
penyelenggaraan p

enerapkan SPM untuk pemenuhan jenis
ayanan dasar yang berhak diperoleh masyarakat

elayanan dasar pemerintah provinsi terdiri atas:

pendidikan menengah;

pendidikan khusus;

pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan

akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;

d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar
biasa daerah provinsi;

e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/
kota;
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f.  penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional
lintas daerah kabupaten/kota;

g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana daerah provinsi;

h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;

i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;

dalam panti;
k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam p
I.  rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di
m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
pengemis di dalam panti;
n. perlindungan dan jaminan sosial pada
darurat bencana bagi korban bencana daerah! provinsi.

2. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dima d pasal 2 untuk
daerah kabupaten/kota terdiri
pendidikan anak usia dini
pendidikan dasar;
pendidikan kesetara

’

pada usia pendidikan dasar;

pada usia produktif;

pada usia lanjut;

penderita hipertensi;

ayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

ayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

elayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency

virus);

pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

g. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana daerah kabupaten/kota;

AT T S@m AP o0 oo
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s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/

kota;

pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

pelayanan informasi rawan bencana;

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlant

panti;

rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar g

aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar

ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususpya |gelandangan dan
pengemis di luar panti;

ac. perlindungan dan jaminan sosial padalsaat danfsetelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana daer abupaten/kota.

< X g < g

N

Ketentuan mengenai mutu pel dasar sesuai dengan standar

pemerintahan wajib yang b i pelayanan dasar setelah
berkoordinasi dengan menteri r jenderal bina pembangunan

pemerintah daerah
teknis yang dite

paten/kota sesuai dengan standar
sing-masing kementerian. Penerapan

=emnghitumaasanrn kelbhbuwutuabhhsSm
rryermuhhan pelayvarmnan cdasanr.

£ L

P ermy I Siaraary rercCaarn=a
Permeaemnubhran pelayamnanmn dasar.

-

FPelaksamaam perrrernugsbyr=re
Pelayamanmn dasarr.

Gambar 6.2. Tahapan penerapan SPM
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1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkala
untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau
jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara
minimal.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan prinsip SPM ditetapka
dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersedi
keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan
dan sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.

Pengumpulan data mencakup hal-hal berikut.

a. Jumlahdanidentitas lengkap masyarakat yang be

serta khusus pengumpulan data untuk
daerah kabupaten/kota mencakup ju

b.
100% (seratus pers dan indikator penerima layanan
setiap tahun dari ma urusan SPM. Hasil pendataan yang

diintegrasikan dengan sistem informasi

na dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan
dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam hal
terdapat penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan
pelayanan dasar menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan. Hasil penghitungan kebutuhan
pemenuhan pelayanan dasar menjadi dasar dalam penyusunan rencana
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pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat daerah menghitung selisih
kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana
dan/atau prasarana berdasarkan jumlah masyarakat penerima dan
mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Ketersediaan
diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat dan/atau pemerintah
daerah. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuh
pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya s
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat daerah menghitung masyarakat penerima
dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/ata
tersedia. Masyarakat penerima pelayanan dasar ya
dikarenakan:

a. miskin atau tidak mampu sesuai de kete peraturan
perundang-undangan;

b. sifat barang dan/atau jasa
dijangkau sendiri;

c. kondisi bencana;
kondisi lain yang tid
sendiri.

ng ti t diakses atau

n untuk dapat dipenuhi

3. Penyusunan Renc n Pelayanan Dasar

Penyusunan re uhan pelayanan dasar dilakukan oleh

anaan dan penganggaran pembangunan daerah
anja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

n RKPD. Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana
pe uhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke
am renstra OPD dan renja OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat
dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan:
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a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar
oleh pemerintah daerah.

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran
yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikait
dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap u
pemerintahan wajib pelayanan dasar.

d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangund
khususnya dikaitkan dengan strategi pemerintah
menyusun arah kebijakan dan merumuska
pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kerangka pendanaan pembangunan :
daerah, khususnya dikaitkan dengan program perangkat daerah
dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pe uhan kebutuhan

dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan/pemegintahan daerah, khususnya
dikaitkan dengan indi kinerj erah dalam pencapaian

Penyusunan renca an pelayanan dasar yang dimuat

a. an si daerah khususnya dikaitkan dengan

saran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk

emastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam

rencana kerja tahunan.

Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan

dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan

sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan

kebutuhan dasar.

e. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.
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Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat
dalam dokumen renstra OPD dilakukan pada saat perumusan:

a. Gambaran pelayanan perangkat daerah, khususnya dikaitkan
dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, khususnya
dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perangkat
daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjab
kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan k
dasar.

d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan
perhatikan permasalahan dan isu strategis d
pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Rencana program dan kegiatan sert :
dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokdsi dana indikatif
dan sumber pendanaan yang dis m pencapaian
pemenuhan kebutuhan das

f.  Kinerja penyelenggaraan usan, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerj
kebutuhan dasar.

Penyusunan penc

dna kerja dan pendanaan perangkat daerah, khususnya
itkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif
dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar.

Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan
pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra
OPD, RKPD, dan Renja OPD. Perangkat daerah memprioritaskan
anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah
tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
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Tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran program dan
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD. Dalam memastikan
anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan
pelayanan dasar.

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan program d
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemen
pelayanan dasar. OPD menetapkan target pencapaian progr
kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan
diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan pe

melakukan kerja sama daerah sesuai dengan
perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuha
masyarakat pemerintah daerah dapat:

a. Membebaskan biaya untuk memen kebutuhan dasar bagi
masyarakat yang berhak me roleh an dasar secara
minimal, dengan memprio agi masyarakat miskin atau
tidak mampu sesuai n peraturan perundang-
undangan.

b. memberikan ba ntuan tunai, bantuan barang
dan/atau jas i, atau bentuk bantuan lainnya.

penyediaan ng atau jasa yang dibutuhkan diterapkan

ah untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan
gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
SISTEM OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) DALAM

PELAYANAN PUBLIK Q

A. Pengertian St sional Prosedur

(SOP)
Pengertian S al Prosedur (SOP) atau dalam bahasa
Inggris dikena g3 rd (standing) operating procedures (SOPs),

diartikan seba uran dan regulasi yang merupakan kebijakan
untuk aran (validitas) perilaku anggota organisasi secara
terus-

a istilah SOP muncul dalam pembahasan mengenai “Balancing
Standardization and Mutual Adjustment”’, yaitu: “Written rules and
standard operating procedures (SOPs) and unwritten values and norms
help to control behavior in organization. They specify how an employee
is to perform his or her organization role, and they set forth the tasks
and responsibilities associated with that role".
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Berdasarkan pendapat ini maka SOP merupakan bagian dari peraturan
tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota organisasi.
SOP mengatur cara pekerja untuk melakukan peran keorganisasiannya
secara terus-menerus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
organisasi. Dari sudut pandang yang berbeda, Donald & Schwartz (2017)
menyatakan bahwa SOP adalah ... a procedure adopted for repetitive
use when performing a specific measurement or sampling operation.
may be a standard method or one developed by the user. Thus,
soft refer to commonly accepted, state of the art published
or technical methods or manufacturer's instruction manual

Menurut Donald & Schwartz (2017), SOP merupa ~
dari prosedur yang dipergunakan secara berulang-ulang dala

i cara mengerjakan
pun salah

yang spesifik atau sebagai suatu contoh yang be
sesuatu. SOP juga dapat dianggap sebagai met
satu bentuk pengembangan yang dilakukan
demikian, maka SOP merupakan suatu pene
publikasi ilmiah atau metode teknis

ng umum atau

Dalam kaitan dengan pernyataan tas, Donald & Schwartz
(2017) menambahkan bahw e e procedures for doing
repetitive tasks or measure not complete experimental
plans or protocols in Well written SOPs contain explicit
step-by-step instructi out component parts of larger
experimental plans_or SOPs may describe sampling, sample
preparation,
facilities, eqdipm S es, and chemicals that are needed, as well

erupakan rencana atau protokol, SOP juga menggambarkan
contoh persiapan, pengujian, dan pengukuran.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan
publik yang prima bagi masyarakat sesuai yang telah diamanatkan dalam
Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
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pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan /atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau
seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam
rangka mencapai suatu tujuan tertentu, dimana untuk melaksanakan
layanan publik yang efektif diperlukan SOP.

suatu pedoman prosg
disusun secara si
mencapai tujuap orga

Pengertian (Undang-Undang
— Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik)

SOP —

erikan panduan atau
kerja agar kegiatan

nisasi dapat terkontrol
target yangingin dicapai
dapat terwujud secara maksimal

— Tujuan

proses kerja yang disusun secara
ganisasi yang telah direncanakan.
upakan modal penting bagi organisasi
n dan kegiatannya dalam suatu koridor
yang sistema tif. SOP diterapkan bertujuan untuk memberikan
pandua n kerja agar kegiatan dalam organisasi dapat

SOP merupakan su
sistematis untuk me
Dalam suatu organis

an kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Dengan
OP sebagai suatu dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja
a rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP memuat serangkaian
struksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang
yang dilakukan oleh suatu organisasi. Untuk itu, SOP juga dilengkapi
dengan referensi, lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (flowchart).
Penyusunan SOP harus jelas, singkat, sistematis, menggunakan bahasa
sehari-hari, mudah dimengerti, tidak bermakna ganda, mempunyai
urutan dan teknis, urutan prosesnya logis dan rujukan.
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Penerapan SOP yang baik akan menghasilkan kelancaran aktivitas
operasional organisasi, kepuasan pelanggan/masyarakat, serta menjaga
nama baik dan kualitas suatu lembaga pelayanan. Dengan adanya SOP,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan
pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun
terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut dapat
ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat.
Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan d
SOP, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik ak
profesional, cepat, dan mudah.

ih

Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan
dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemerinta

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintaha
SOP bermanfaat untuk membantu kinerja
efektif dan efisien dalam pelayanan masyarak tnya, dalam hal
pelayanan publik yang dikaitkan de an yang dilakukan
oleh seseorang atau instansi terte memberikan bantuan dan
kemudahan kepada masyaraka encapai tujuan tertentu.
Pelayanan publik ini menja a senantiasa berhubungan
dengan masyarakatyang ekaragaman kepentingan dan tujuan.
Hal ini sesuai denga g Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik ya tentang prinsip-prinsip pemerintahan
fektivitas fungsi-fungsi pemerintahan
lik yang dilakukan oleh pemerintahan
ektif dapat memperkuat demokrasi dan hak

anfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan
intahan dan administrasi publik.

Pelayanan sebagai dasar penyusunan SOP (SOP rutin dan SOP
asan tidak perlu disusun standar pelayanannya). Inti SOP pada
it penyelenggara pelayanan adalah SOP Pelayanan, SOP yang harus
dipublikasikan adalah SOP Pelayanan sedangkan SOP rutin dan SOP
penugasan tidak perlu dipublikasikan, SOP Pelayanan dalam bentuk
flowcharts dibuat pula dalam format grafik (Annotated Picture) untuk
memudahkan bagi pengguna jasa (pemohon pelayanan).
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Salah satu komponen standar pelayanan (komponen ke-3 dari 14
komponen) adalah sistem, mekanisme, dan prosedur yang dalam hal
ini adalah SOP. Standar Pelayanan tersebut dirumuskan berdasarkan
SOP pelayanan, data tentang 7 komponen standar pelayanan tersedia
dalam SOP Pelayanan:

dasar hukum;

persyaratan;

sistem, mekanisme dan Prosedur;
jangka waktu penyelesaian;
produk pelayanan;

kompetensi pelaksana;

jumlah Pelaksana.

NoukwnNpe

B. Jenis-Jenis Dokumen SOP

Jenis SOP didasarkan pada unsur kegiat u pada substansi
kegiatan (kegiatan inti atau kegia . Unsur kegiatan
dalam SOP meliputi pelaksana ( iatan dan sifat kegiatan.
Pelaksana kegiatan menyang kategori pelaku. Dalam
kegiatan administrasi pemer na kegiatan merujuk pada
pemangku jabatan dan i tan. Jabatan struktural memiliki satu
pemangku jabatan s n fungsional (fungsional tertentu,
| umum) memiliki pemangku jabatan

tetapi| jabatan yang diduduki hanya satu. Oleh sebab
disebut sebagai jabatan tunggal. Dengan kata lain,

jabatan fungsional banyak tetapi karena jabatan

sudkan di sini adalah kegiatan yang bersifat umum atau
yang bersifat khusus (detail/terinci). Sifat kegiatan yang

detail) sedangkan sifat kegiatan bersifat khusus dilakukan oleh satu
pelaksana atau kelompok pelaksana tunggal (memiliki karakteristik yang
sama) cenderung bersifat detail (terinci).

Adapun jenis-jenis SOP yang ada dalam kegiatan penyelenggara
pemerintahan adalah seperti pada uraian berikut.
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SOP Teknis

Berdasarkan sifat

kegiatan. SOP
administratif.

Berdasarkan cakupan

dan besaran kegiatan

SOP

Berdasarkan cakupan dan
kelengkapan kegiatan

SOP Berdasarkan
— Cakupan dan Jenis
Kegiatan.

Gambar 7.2. Jenis-jenis dokumen S

1. SOP Berdasarkan Sifat Kegiatan

Berdasarkan unsur kegiatan, SOP
jenis, yaitu teknis dan administratj

a. SOP Teknis

SOP teknis adalah ar yang sangat terperinci
atau detail tentang i ilakukan oleh satu pelaksana
(pegawai) atau tiap prosedur diuraikan dengan

n ke dalam dua

berjumlah satu orang atau satu kesatuan
satu jabatan meskipun dengan pemangku yang

kah terperinci atau cara melakukan pekerjaan atau
g detail pelaksanaan kegiatan.

P teknis banyak digunakan pada bidang-bidang yang
angkut pelaksana tunggal yang memiliki karakteristik yang
latif sama, antara lain dalam bidang teknik, seperti perakitan
kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan, pengoperasian alat-
alat, dan lainnya. dalam bidang kesehatan, pengoperasian alat-alat
medis, penanganan pasien pada unit gawat darurat, medical check
up, dan lain-lain.
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Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, SOP teknis
diterapkan pada bidang-bidang yang dilaksanakan oleh pelaksana
tunggal atau jabatan tunggal, antara lain pemeliharaan sarana dan
prasarana, pemeriksaan keuangan (auditing), kearsipan, korespondensi,
dokumentasi, pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian
dan lainnya.

Contoh SOP Teknis adalah SOP pengujian sampel di laboratorium,
SOP perakitan kendaraan, SOP pengagendaan surat dan
pemberian disposisi.

SOP teknis ini merupakan kebutuhan organisasi ke

jenis ini tetap harus dibuat guna mem
tugas dan fungsi sehari-hari satuan organisasi/satt organisasi
di lingkungan kementerian/lembaga dan [pemerintah daerah guna
mendukung efektivitas dan efisiensi pela gas dan fungsi
yang dimilikinya.

b. SOP Administratif
SOP administratif a sedur yang bersifat umum

anaan kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro
yang tidak menggambarkan cara melakukan kegiatan.

P administratif mencakup kegiatan lingkup makro dengan
ng lingkup makro dengan ruang lingkup yang besar dan tidak
mencerminkan pelaksana kegiatan secara detail dan kegiatan lingkup
mikro dengan ruang lingkup yang kecil dan mencerminkan pelaksana
yang sesungguhnya dari kegiatan yang dilakukan.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkup makro,
SOP administratif dapat digunakan untuk proses-proses perencanaan,
penganggaran dan lainnya, atau secara garis besar proses-proses
dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
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Dalam lingkup mikro, SOP administratif disusun untuk proses-
proses administratif dalam operasional seluruh instansi pemerintah,
dari mulai level unit organisasi yang paling kecil sampai pada
level organisasi secara utuh, dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya.

Contoh SOP administrasi adalah SOP pelayanan pengujian
sampel di laboratorium, SOP pelayanan perawatan kendaraan,
penanganan surat masuk, dan SOP penyelenggaraan bimbingan te

2. SOP Berdasarkan Cakupan dan Besaran Kegiatan

SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan dikateg
dua jenis, yaitu sebagai berikut.

a. SOP Makro

Berdasarkan cakupan dan besaran ke
SOP yang mencakup beberapa SOP (SOP
bagian dari kegiatan tersebut, atau, SOP

o adalah
mencerminkan
pakan integrasi

adalah kurir), seda ikro mencerminkan kegiatan yang
dilakukan pelak; Inya kurir mengirim surat, yang
i ndiri bukan pelaksana lainnya).

ndekatan lain yang dapat dilakukan untuk memahami SOP
ro adalah dengan melakukan identifikasi awal terhadap kegiatan
dari uraian/rincian tugas unit kerja atau satuan kerja terendah
dari organisasi pemerintah karena pada dasarnya kegiatan yang
dihasilkan dari identifikasi tersebut adalah kegiatan makro.

b. SOP Mikro
SOP mikro adalah SOP yang berdasarkan cakupan dan besaran
kegiatannya merupakan bagian dari suatu SOP (SOP makro) atau
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SOP yang kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan SOP (SOP
makro) yang lebih besar cakupannya.

Contoh SOP penanganan surat masuk, SOP pemberian tanggapan
terhadap surat masuk, dan SOP pengiriman surat SOP merupakan
SOP mikro dari SOP pengelolaan surat. SOP persiapan bimbingan
teknis, SOP pelaksanaan bimbingan teknis, dan SOP pelaporan
bimbingan teknis merupakan SOP mikro dari SOP penyelenggar
bimbingan teknis.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk mem
mikro adalah dengan melakukan identifikasi terhada
terkait dari SOP makro karena pada dasarnya kegia
tersebut adalah kegiatan mikro yang selanjutnya
menjadi SOP mikro.

3. SOP Berdasarkan Cakupan dan Kelengkapan Kegiatan

Berdasarkan cakupan dan kelengkapan iatan, SOP kegiatan

dibagi menjadi SOP final dan SOP l.

a. SOP Final

SOP final adalah S er rkan cakupannya sudah
memenuhi unsur kelengk nya, yaitu ada awal kegiatan
(kegiatan pemicu), utama (inti), dan ada akhir kegiatan

al
rsial adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya
emenuhi unsur kelengkapan kegiatan, yaitu ada awal kegiatan
tan pemicu) dan akhir kegiatan tetapi belum mencerminkan
oduk utama yang paling akhir (final), sehingga kegiatan ini masih
memiliki rangkaian kegiatan lanjutan yang mencerminkan produk
utama akhirnya.

Contoh: SOP penyiapan bahan penyusunan pedoman yang
merupakan bagian (parsial) dari SOP penyusunan pedoman. SOP
penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis yang merupakan
bagian (parsial) dari SOP penyelenggaraan bimbingan teknis.
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4. SOP Berdasarkan Cakupan dan Jenis Kegiatan

Berdasarkan sifat dan muatan kegiatan, SOP dibagi menjadi SOP
generik dan SOP spesifik.

a. SOP Generik
SOP generik (umum) adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan
kegiatannya yang relatif memiliki kesamaan baik dari kegiatan yan
di-SOP-kan maupun dari tahapan kegiatan dan pelaksanaa
Variasi SOP itu diterapkan.

Contoh: SOP pengelolaan keuangan di satuan kerja
pengelolaan keuangan di satuan kerja B memiliki
SOP pengelolaan keuangan dengan aktor: KPA,
dan seterusnya.

b. SOP Spesifik

SOP spesifik (khusus) adalah SOP ber
kegiatannya yang relatif memiliki perbe
tahapan kegiatan, aktor, dan at SO sebut diterapkan.
SOP ini tidak dapat diterap di pat lain karena sifatnya
yang spesifik.

Contoh: SOP publik
Z hanya berlaku p
di laboratorium

oratorium A pada instansi
rium A di instansi Z tidak berlaku
n di instansi Z sekalipun.

at SOP

u dokumen mengenai prosedur pelaksanaan
asi pemerintah, memberikan manfaat, antara lain

akan metode terbaik bagian/unit pelaksana administrasi
rintahan dalam mengoperasionalisasikan (melaksanakan)
umen organisasi dengan peraturan, rencana, kebijakan, strategi
operasional, kerja sama.

Mempercepat dokumentasi konsep-konsep penting, teknik dan
persyaratan ke dalam format yang dapat digunakan oleh pegawai/
pekerja di bagian/unit administrasi pemerintahan dalam pekerjaan
sehari-hari mereka.
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10.

11.

12.

13.
14.

D.

Membantu menyatukan operasi bagian/unit administrasi pemerintahan
dengan pekerjaan para pimpinan (manajer) dan perencana dengan
aktivitas pekerja lainnya.

Sebagai standardisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tu
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tang
jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluru
Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak
pada intervensi manajemen sehingga akan mengur
pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tuga
Menciptakan ukuran standar kinerja vy, berikan
aparatur cara konkret untuk memperbai rta membantu
mengevaluasi usaha yang telah dilakuka
Memastikan pelaksanaan tugas n pemerintahan

Menjamin konsistensi pela asyarakat, baik dari sisi
mutu, waktu, dan pros
Memberikan informasi ifikasi kompetensi yang harus
dikuasai oleh ap laksanakan tugasnya.

Memberikan inf i i lpaya peningkatan kompetensi aparatur.

melaksanakan tugasnya.
ang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan

bantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan
ndar pelayanan sekaligus dapat memberikan informasi bagi
kinerja pelayanan.

Peran SOP

Penggunaan SOP dapat meminimalkan variasi yang sering terjadi

dalam proses operasional karena siapa pun yang bertanggung jawab
atas suatu kegiatan dapat menjalankannya secara konsisten. Selain itu,
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pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan kualitas karena penerapan
prosedur yang konsisten dalam suatu organisasi bahkan jika sedang
terjadi perubahan personel.

SOP berperan sangat penting bagi organisasi. Dengan adanya SOP,
seperangkat dokumen dan kebijakan organisasi lainnya akan berjalan
secara bersamaan dengan SOP yang baik. Semua elemen ini akan
dimasukkan dalam SOP. Dengan kata lain, menjalankan SOP sama
dengan menjalankan elemen lainnya. SOP juga dapat memperm
organisasi dalam penerapan suatu peraturan dari regulator
Anggota organisasi cukup menjalankan SOP saja tanpa perlu
secara mendalam peraturan yang ada.

SOP juga memiliki peranan penting lain, yaitu se

Peran Penting Lain SC

e Standar Kerja.
e [nstruksi.

» Referensi.

* Fungsi Kontrol.
* Reviu.

* Dokumentasi.

am anan penting lain SOP

Standa 3
enting dalam penyusunan dan pelaksanaan standar

embantu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang

SOP membantu pemberian petunjuk kepada seluruh pekerja tentang
bagaimana melakukan tugas mereka. Sebagai contoh: SOP dapat
memberikan petunjuk yang dapat dipelajari untuk pekerja yang baru
saja ditugaskan. Hal ini dapat membantu mereka dalam memahami
pekerjaan baru tersebut.
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3. Referensi

SOP yang memiliki detail informasi yang baik tentang setiap sistem
yang ada dalam organisasi dapat menjadi referensi yang berharga.
Terkadang sangat sulit untuk mengingat setiap langkah yang harus kita
lakukan pada suatu pekerjaan. Dalam situasi ini, SOP dapat memudahkan
kita dalam menjalankan setiap tugas sesuai dengan standar yang ada.

4. Fungsi kontrol

Jika SOP dikembangkan dengan baik, dokumen terseb
memberikan fungsi kontrol yang baik. Sebagai contoh: d
perusahaan SOP dapat memberikan informasi tentang a
kita cari saat kita mengaudit proses operasi perus
dapat memberikan petunjuk kepada kita untuk n
audit tentang kesesuaian terhadap regulasi y

5. Reviu

Dengan adanya dokumentasi prosedur un p langkah yang
harus kita kerjakan, kita dapat men g setiap langkah yang telah
dikerjakan. Kita dapat melihat a kita lakukan merupakan

yang ternyata lebih baik, kita entukan tindakan apa yang
harus diambil untuk rganisasi kita.

ulis tentang bagaimana kita mengerjakan
ini merupakan dokumen dasar organisasi
gi tercapainya tujuan organisasi.

operasi terté
dan sa

udahkan semua pegawai mengerjakannya. Sebaliknya, SOP yang sulit
malah akan membuat pegawai mengalami kesulitan. Untuk membuat
SOP yang baik hendaknya merujuk pada prinsip-prinsip berikut.
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[ Prinsip-Prinsip Penyusunan SOP.

e Prinsip kemudahan dan kejelasan
« Prinsip efisiensi dan efektifitas
o Prinsip perhatian dan keselarasan
o Prinsip keterukuran

¢ Prinsip Dinamis.

o Prinsip berorientasi pada konsumen 4
o Prinsip kepatuhan dan kepastian
hukum O

Gambar 7.4. Prinsip penyusunan S

1. Prinsip Kemudahan dan Kejelasan

Prinsip ini dimaksudkan agar pros ndar yang akan
disusun harus dengan mudah da pahami dan diterapkan oleh
semua pegawai termasuk pega npa mengalami kendala
dalam pelaksanaan tugasnya

2. Prinsip Efisiensi da

si dan efektivitas dalam proses
utlak harus menjadi pedoman dalam

Prinsip ini me
pelaksanaan tugas.

p Keterukuran

nsip ini menjadi sangat penting dalam SOP karena output/
aran dari prosedur yang terstandardisasi mengandung kualitas mutu
tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.

5. Prinsip Dinamis

Prinsip dinamis adalah prosedur-prosedur yang ada dapat dengan
mudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peningkatan
kualitas pelayanan yang berkembang.
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6. Prinsip Berorientasi pada Konsumen

Prosedur-prosedur yang dikembangkan harus mempertimbangkan
kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan pada
pengguna.

7. Prinsip Kepatuhan dan Kepastian Hukum

Penyusunan SOP harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan peratur;
pemerintah yang berlaku, serta untuk memperoleh kepastian h
agar dapat ditaati oleh pegawai dan melindungi pegawai ji
tuntutan hukum.

di

Agar dapat mengimplementasikan prinsip peny
pelayanan dan menjadi alat sinergis antara pemberi
penerima jasa layanan, maka penyusunan stan
menerapkan hal berikut.

Hal Hal yang perlu
diperhatikan
dalam Penerapan
SOP

[

Terjangkau.

Konsensus. Pertanggungjawaban.

esepakatan antarpimpinan dan staf unit pelayanan dengan
perhatikan pihak yang berkepentingan, serta mengacu peraturan
ang ada.
Sederhana
Standar pelayanan yang ditetapkan memuat aturan-aturan yang
bersifat pokok sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.
3. Konkret
Prosedur yang distandarkan harus dapat dimengerti dengan mudah
dan mudah pula diterapkan oleh para pegawai.
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Mudah Diukur
Standar pelayanan yang diterapkan dapat diukur penerapannya.
Terbuka

Standar pelayanan yang ditetapkan bersifat terbuka untuk mendapat
saran dan masukan untuk penyempurnaan.

Terjangkau

Terjangkau artinya standar pelayanan dapat dilaksanakan secara
baik dan benar.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu hal-hal yang diatur dala
pelayanan sehingga dapat dipertanggungjawabka
yang berkepentingan
Ketepatan waktu
Dalam pencapaian suatu pekerjaan, sa i prinsip
ketepatan waktu agar pekerjaan dapat dilaksanakafh dengan waktu
yang ditentukan.
Kesinambungan

Prinsip kesinambungan me

dibuat diperbarui meng'kut'!k t

prosedur-prosedur yang
i meningkatkan layanan.

Penyusunan Standar Pelayanan Publik
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0‘34’

Dasar hukum: peraturan perundang- gan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayan

ng berisi keseluruhan rincian
at dalam standar pelayanan.

Maklumat pelayanan: pernyata
kewajiban dan janji
Manajemen pelaya aan penyelenggaraan pelayanan secara
efektif dan efisie capai kinerja pelayanan yang optimal.
Pelanggan: > berusaha untuk mengoptimalisasikan kepentingan
alui cara-cara tertentu dan tidak selalu memiliki

. kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap
egara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau

elayanan publik.
ngawasan internal: sistem pengendalian intern dan pengawasan
langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan
langsung pelaksana.
Pengawasan internal: sistem pengendalian intern dan pengawasan
langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan
langsung pelaksana.
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Serve Citizens Not Customers: cara menempatkan posisi masyarakat
dalam proses pelayanan publik yang menempatkan kepentingan
publik di atas kepentingan individu atau golongan.

Social accountability: pertanggungjawaban yang tidak hanya dilakukan
kepada atasan saja tetapi juga dilakukan secara terbuka kepada
masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik.

Standar operasional prosedur (SOP): serangkaian instruksi tertulis
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan akti

oleh siapa dilakukan.

Standar pelayanan minimal (SPM): ketentuan tentang
pelayanan dasar yang merupakan urusan
berhak diperoleh setiap warga secara mini

Standar pelayanan publik (SPP): suatu perny
dan janji yang bisa diberikan oleh unit
masyarakat.

Standar pelayanan publik: suatu t yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan
pelayanan sebagai komit
kepada masyarakat

n pelayanan yang berkualitas.
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